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ABSTRAK 

 Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN-MUI 

Nomor: 25/ DSN-MUI/III/2002 terhadap Implementasi Uang Kelebihan 

Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan 

Surabaya” merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan tentang bagaimana implementasi uang kelebihan Pelelangan Barang 

Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya dan 

perspektif hukum islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 

tentang rahn terhadap implementasi uang kelebihan Pelelangan Barang Gadai 

tersebut. 

 Penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik 

pengumpulan yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi, 

kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dengan pola 

fikir induktif  yaitu mengambil dari hal yang khusus ke umum, yaitu menjelaskan 

implementasi uang kelebihan Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya kemudian dianalisis menurut hukum 

islam dan Fatwa DSN MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002. 

 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi uang kelebihan 

Pelelangan Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan 

Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan dari Pegadaian Syariah terkait tidak 

boleh adanya dana yang tidak boleh mengendap dalam kurun waktu satu 

tahunoleh karena itu, jika uang kelebihan yang tidak diambil oleh nasabah dalam 

kurun waktu satu tahun maka akan di implementasikan oleh pegadaian syariah ke 

dana sosial, akan tetapi belum sesuai dengan konsep hukum islam dan Fatwa DSN 

MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 bahwa uang kelebihan murni milik nasabah 

dan dikembalikan oleh Pegadaian Syariah Babakan Surabaya. 

 Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pihak PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya untuk secara langsung 

mengembalikan uang kelebihan hasil pelelangan barang gadai jika terdapat uang 

kelebihan tampa harus nunggu dalam kurun waktu satu tahun dan lebih inten 

kembali dalam mengatasi nasabah yang wanprestasi. Bagi nasabah untuk lebih 

teliti dan paham akan akad yang dilakukan sehingga dalam melaksanakan 

transaksi tidak terjadi masalah yang tidak diinginkan. 
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TRANSLITERASI 

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama danistilah teknis 

(technical term) yang berasal dari bahasa Arabditulis dengan huruf Latin. 

Pedoman transliterasi yangdigunakan untuk penulisan adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan 

No Arab Indonesia Arab Indonesia 

 {t ط ‘ ا .1

 {z ظ b ب .2

 ‘ ع t ت .3

 gh غ th ث .4

 f ف j ج .5

 q ق {h ح .6

 k ك kh خ .7

 l ل d د .8

 m م dh ذ .9

 n ن r ر .10

 w و z ز .11

 h ه s س .12

 ’ ء sh ش .13

 y ي }s ص .14

   }d ض .15
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Sumber: Kate L. Turabian. A Manual of Writter of Term Paper, Disertation 

(Chicago and London: The University of Chicago Press, 1987). 

B. Vokal 

1. Vokal Tunggal (monoftong) 

Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia 

 fathah A ـَ

 Kasrah I ـِ

 dhammah U ـُ

Catatan: Khusus untuk hamzah, penggunaan apostrof hanya berlaku jika 

hamzah ber-h}arakat sukun atau didahului oleh huruf yang ber-h}arakat 

sukun. Contoh: iqtidhaa’ (اقتضاء)  

2. Vokal Rangkap (Diftong) 

Tanda dan Huruf Arab Nama Indonesia Keterangan 

يْ ـَ  fathah dan ya ay a dan y 

وْ ـَ  fathah dan wawu aw a dan w 

Contoh : alayh (عليه) 

 : mawdhu’(موضوع) 

3. Vokal Panjang (Mad) 

Tanda dan 

Huruf Arab 
Nama Indonesia Keterangan 

اـَ  fathah dan alif a> a dan garis di atas 

يـِ  kasrah dan ya i< i dan garis di atas 

وـُ  dhammah dan wawu u> u dan garis di atas 

Contoh : al-jamaah (الجماعة) 
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 : ghalizan (غليظا) 

 : yaduru (يدور) 

C. Ta’ Marbutaah 

Transliterasi untuk ta’ marbuthah ada dua: 

1. Jika hidup, (menjadi mudhaf) transliterasinya adalah t. 

2. Jika mati, atau sukun, transliterasinya adalah h.  

Contoh : shariat al-islam (شريعةْالاسلام) 

 : al-baqarah (البقرة) 

 

D. Penulisan Huruf Kapital 

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, phrase (ungkapan) atau 

kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan 

penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (initial latter) untuk nama 

diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ilmu sosial  adalah salah satu dari bagian ilmu ekonomi yang juga 

membahas aktivitas manusia dalam suatu bidang perekonomian. Perbuatan  

manusia dalam menggunakan bersumber dari daya yang terbatas untuk 

bertujuan memproduksi sebagai komoditi, untuk kemudian di distibusikan 

kepada individu dan kelompok sosial yang bermukim dalam suatu masyarakat, 

merupakan suatu definisi ekonomi sehingga sebuah studi yang telah berhasil 

dijabarkan oleh para pakar ekonomi modern pada umumnya.1 

Ekonomi islam bertujuan untuk maŝlaĥah (kemudahan) untuk 

umatmanusia, yakni dengan memaksimalkan seluruh bentuk aktivitas demi 

terwujudnya berbagai hal yang mengakibatkan adanya kemudahan itu sendiri. 

Pekerjaan lain demi menggapai kemudahan yakni dengan menghindari diri 

daris egala sesuatu hal yang membawa mafsadat (Kerusakan) untuk manusia.2 

Hukum islam atau sistem ekonomi syariah merupakan suatu bentuk 

ekonomi yang berpatokan diatas prinsip dan ketentuan yang telah ditetapkan  

olehal-Qur’an danas-Sunnah, akan tetapiia berkembang sesuai dengan dimensi 

waktu dan tempat. Sadar akan hukum untuk masyarakat muslim terhadap 

waktu hukum agamanya, yang harus melekat waktu pada hati waktu sanubari. 

                                                 
1Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada 

Lembaga Keuangan Syariah, Cet I (Jakarta:AMZAH,2018), 3. 
2Ibid., 9. 
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Hal itu, disebabkan harapan tuhan menurunkan syariah (hukum) islam 

yakni untuk melaksanakannya sesuai apa yang dituntut-Nya, yang sesuai 

dengan keperluan dan mampunya umat manusia serta untuk mengeluarkan 

manusia dari wilayah hawa nafsu ke wilayah ibadah.3 

Dalam hukum islam gadai disebut dengan Rahn (barang jaminan) yang 

merupakan sarana saling tolong menolong untuk umat muslim tampa adanya 

imbalan jasa. Rahn merupakan sesuatu hak, yang diperolehkan oleh seseorang 

yang memiliki piutang atas suatu barang bergerak. Barang gerak itu, 

diserahkan pada orang yang berpiutang, oleh yang memiliki hutang atau oleh 

orang lain dengan atas nama orang yang memiliki hutang. Seseorang yang 

berhutang tersebut memberikan kekuasaannya pada seorang yang berpiutang 

untuk memakai dari barang bergerak tersebut yang telah diserahkan untuk 

lunasi hutang, apabila pihak yang berhutang tidak bisa penuhi kewajiban pada 

waktu jatuh tempo. Kendaraan, emas dan barang gerak lainnya adalah bentuk 

Barang yang bisa digadaikan.4 

menerapkan dari prinsip syariah pada suatu instansi (lembaga) keuangan 

syariah memiliki tujuan untuk tingkatkan maslahatnya umat manusia dan untuk 

hindari manusia dari sistem ribawi, sebab riba telah diharamkan dalam ajaran 

islam. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surat Ali Imran ayat 130 di 

bawah ini: 

 

 

                                                 
3M. Hasbi, Pengantar Hukum Islam (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 53. 
4Heri Sudarsno, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisial, 2003), 141. 
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ا الَّذِينا  نُوا لا تَاْكُلُوا الرِِّبَا أاضْعاافًا يَا أاي ُّها ةًً وااتَّ َّقُُوا اللَّهََّا لاعالَّكُُمْْ تَُّ فَْلِحُُ مُ آما اعَافَا ونا ضَا  

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba 

dengan berlipat ganda dan bertawakalah kamu kepada Allah supaya kamu 

dapat keberuntungan” (Q.S. Ali Imran: 130).5 

 

Secara bahasa, kata rahn berarti jaminan dan tetap, rahn secara arti istilah 

hukum positif disebutkan barang agunan, tangguhan dan jaminan. Di dalam 

konsep islam, ar-rahn yaitu saran saling membantu untuk umat muslim, tampa 

ada imbalan yang berupa jasa.6 

Istilah gadai yang pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) yang mana KUHPerdata pengertian gadai itu dirumuskan 

sebagai berikut: 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang 

bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh orang 

lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu 

untuk mengambil untuk pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari 

pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan perkecualian biaya untuk 

melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan 

setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.(Pasal 

1150 KUHPerdata).7 

 Dalam fatwa DSN nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn bahwa 

murtahin (yang menerima gadai) memiliki hak menangguhkan suatu marhūn 

(barang) hingga semua hutang rāhin (yang memberikan barang) lunas. Marhūn 

                                                 
5Al-Quran dan Terjemahannya surat Ali Imran : 130. 
6Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Cet I (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 251. 
7Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) Pasal 

1150, Cet 39 (Jakarta: Pradnya Paramita).  
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dan pemanfaatannya tetap menjadi kepemilikan rāhin, pada prinsipnya marhun 

tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan oleh murtahin tampa seizin rāhin, dan 

tidak sampai mengurangi nilai dari marhun, dan pemanfaatannya itu sekedar 

pengganti dari pemeliharaan dan perawatannya. Ongkos dan biaya menyimpan 

barang (marhūn) ditanggung oleh penggadai (rāhin). Besar dari ongkos 

didasarkan pada suatu pengeluaran yang nyata dibutuhkan.Biaya menyimpan 

suatu barang (marhūn) dilaksanakan berdasar ijarah.8 

 Transaksi seperti ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Babakan Surabaya pada produk gadai berdasarkan akad Rahn. Nasabah dalam 

memenuhi kebutuhan sehari-hari banyak yang harus dilakukan, apabila 

mengalami kekurangan maka pegadaian menjadi salah satu pilihan utama 

nasabah dengan menggadaikan barang berharga dengan proses yang mudah 

cukup dengan persyaratan membawa KTP maka permohonan gadai bisa di 

proses oleh pihak pegadaian. 

 Konsep operasional dari sistem administrasi modern diacu oleh pegadaian 

syariah yakni asas rasionalisme yang merupakan putusan secara optimal untuk 

mencapai dari tujuan yang memecahkan suatu masalah. Pegadaian syariah 

mengacu juga pada landasan konsep kaidah islam yang bersumber dari firman 

Allah Q.S Al-Baqarah : 283 sebagai berikut: 

ةًٌ فاإِنْ أامِنا ب اعْضَُكُُمْْ ب اعْضًَا ف الْيُ ؤادِّ الَّ  قُْبُوضا انٌ ما اتَّبًِا فارهِا دُوا كا لَاْ تَاِ رٍ وا فَا تُمْْ عَالاى سا إِنْ كُن ْ ذِي اؤْتُُِنا وا
تَّقِ اللَّهََّا رابَّهُ والا تَّاكُْتُمُوا ال لْي ا ان اتاهُ وا لُونا عَالِيمٌْ أاما ُ بِاا تَّ اعْما ا فاإِنَّهُ آثٌِِ ق الْبُهُ وااللَّهََّ نْ ياكُْتُمْها ما ةا وا ادا ها شَّ  

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang 

                                                 
8MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional, Cet.3 (Jakarta:Gaung PersadaPress, 2006), 

158-159.  



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5 

 

 

 

tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian 

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu 

menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada allah 

tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan 

barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(Q.S.pAl-Baqarah:p283).9 

 

Prosedur peminjaman uang dipegadaian syariah sangat mudah dan cepat 

selain itu‘memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam 

pengenaan biaya.’Pegadaian konvensional mengabil biaya dalam bentuk bunga 

yang berlipat ganda dan bersifat akumulatif, lain juga’halnya dengan biaya di 

pegadaian syariah yang tidak berbentuk bunga tetapi berupa biaya penitipan, 

pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran.10 

 Dalam pelaksanaan akad gadai yang telah dilaksanakan sedikit banyak  

nasabah yang tidak tepat waktu untuk menebus/ melunasi pinjaman yang telah 

dipinjam, akan tetapi prosedur telah disampaikan diawal akad sehingga dari 

pihak pegadaian juga antispasi adanya nasabah yang tidak mempunyai i’tikad 

baik untuk melunasi hutang yang telah dipinjam.  

 Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh nasabah ketika sudah 

menggadaikan barang di pegadaian syariah yaitu diantaranya adalah 

perpanjangan waktu gadai, perpanjangan nyicil hutang, dan pelunasan  hutang 

atau tebus barang gadai. Sebagaian nasabah yang tidak melaksanakan dianatara 

proses tersebut termasuk nasabah yang tidak mempunyai i’tikad baik dalam 

pelunasan hutang. 

                                                 
9Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-baqarah : 283. 
10Muhammad Shlikul Hadi, Pegadaian Syariah (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 15. 
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 Perlu di sadari dan dilaksanakan oleh pihak pegadaian syariah ketika tidak 

melaksanakan kewajiban untuk melunasi hutang yag telah dipinjam oleh 

nasabah, maka pihak pegadaian akan secara paksa menjual atau dalam bahasa 

lain melelang barang gadai yang sudah jatuh tempo, dengan sudah 

menghubungi nasabah yang bersangkutan beberapa hari sebelum jatuh tempo, 

ketika tidak ada respon yang baik, maka pihak pegadaian melakukan eksekusi 

pelelangan barang gadai tersebut. 

 Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, apabila sudah jatuh tempo, 

nasabah bisa wakilkan pada si yang menerima gadaiatau yang menyimpan atau 

pihak ketiga untuk menjualkan harta gadainya.11 Menurut pasal 407: 

1) Apabila jatuh tempo, penerima gadai harus memperingatkan pemberi gadai 

untuk segera melunasi utangnya. 

2) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya, maka harta gadai 

dijual paksa melalui lelang. 

3) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya 

menyimpan dan memelihara yang belum dibayarkan serta biaya penjualan. 

4) Uang kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai dan 

kekurangan menjadi kewajiban pemberi gadai.12 

 Sebab utama adanya pelelangan barang gadai adalah tidak ada i’tikad baik 

dari nasabah untuk melunasi hutang yang telah dipinjam sehingga tindakan 

paksa harus dilakukan oleh pihak pegadaian syariah. Hal yang terjadi ketika 

barang yang sudah di lelang tidak banyak dari hasil pelelangan tersebut ketika 

                                                 
11 Pasal 406 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
12 Pasal 407 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.” 
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digunakan untuk melunasi hutang nasabah  yang jatuh tempo terjadi kelebihan 

uang atau disebut sebagai uang kelebihan. 

 Uang kelebihan adalah uang hasil pelelangan barang gadai yang sudah 

jatuh tempo dan ketika dibayarkan kepada hutang nasabah masih ada uang sisa. 

Sehingga disini ada sebuah pengelolaan sendiri oleh pihak pegadaian syariah 

terkait uang kelebihan itu. 

Adanya pelelangan barang gadai sebab jatuh tempo dan belum bisa 

melunasi hutang akan terjadi beberapa dampak yang akan terjadi, sehingga 

perlu dianalisis kembali tarkait pelelangan barang gadai tersebut. Sehingga 

tejadi implementasi pengelolaan uang kelebihan oleh pihak pegadaian syariah. 

Selain adanya implementasi pengelolaan uang kelebihan perlu diketahui 

bahwa dalam proses itu ada yang namanya proses pelelangan barang gadai, 

dimana di situ adalah teknis atau cara lapangan dalam menjualkan barang gadai 

yang sudah jatuh tempo.   

Dalam melaksanakan tugasnya, dalam hal ini adalah pegadaian syariah 

babakan surabaya sudah mengingatkan nasabah yang sudah jatuh tempo 

sehingga mengingatkan nasabah untuk melunasi hutangnya.  

Dengan beberapa faktor pertimbangan penjelasan diatas. Yaitu terkait 

adanya pengelolaan uang kelebihan hasil pelelangan barang gadai yang 

dilaksanakan oleh pegadaian syariah Babakan Surabaya. Maka peneliti akan 

akan melaksanakan penelitian yang berjudul “Analisi Hukum Islam Dan Fatwa 

DSN Nomor: 25/ DSN-MUI/ III/ 2002 Terhadap Implementasi Uang 
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Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Syariah Babakan Surabaya”. 

 

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 

Identifikasi masalah yang muncul dalam pembahasan ini adalah: 

a. Peran di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

sebagai suatu lembaga yang mempersiapkan dana bagi keperluan yang 

dalam kategori mendesak. 

b. Dampak adanya impementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang gadai di 

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

c. Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

d. Mekanisme operasional di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Babakan Surabaya. 

e. Pelaksanaan Proses pelelangan barang gadai PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

f. Alasan Penyebab adanya implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang 

gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

g. Hukum islam dan fatwa DSN MUI dari implementasi Uang Kelebihan 

Pelelangan barang gadai di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah 

Babakan Surabaya. 
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Dari identifikasi masalah diatas , penulis membatasi permasalahan, yaitu: 

a. Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

b. Hukum Islam Dan Fatwa DSN Nomor:025/DSN-MUI/ III/2002 Terhadap 

Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan  penjelasan  latar  belakang  masalah  beserta  identifikasi  

masalah yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  penulis  membuat  rumusan  

masalah  sebagai berikut: 

1. Bagaimana Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya ? 

2. Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN Nomor: 25/ DSN-MUI/ 

III/ 2002 Terhadap Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai 

di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya ? 

 

D. Kajian Pustaka 

Perlunya kajian pustaka yaitu guna dapatkan gambaran tentang hal yang 

akan diteliti tersebut apakah sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum 

pernah sama sekali, sehingga diharap tidak terjadi terulang dan jaga keaslian 

penelitian ini. Penelitian yang dilakukan berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM 

DAN FATWA DSN-MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP 

IMPLEMENTASI UANG KELEBIHAN PELELANGAN BARANG GADAI DI 
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PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH BABAKAN SURABAYA”  

belum pernah ada yang meneliti dan dalam pencarian pertama, penulis sampai 

saat ini menemui beberapa penelitian terkait gadai an fatwa DSN dengan 

sistem bersandingan dengan implementasi uang kelebihan dengan objeknya 

adalah barang gadai, di antaranya adalah:  

1. Taufik  Hussholeh skripsi  dengan  judul “Prosedur  Pelelangan  Barang 

Gadai  di  Pegadaian  Syariah  Cabang  Blauran  Surabaya (Menurut  

Fatwa DSN no. 25 Tahun 2002)” tahun 2012 ditulis oleh mahasiswa UIN 

Sunan Ampel Surabaya, dengan menggunakannya pendekatan kualitatif 

Penelitian ini, menjelaskan tentang cara prosedur  lelang barang gadai  di 

Pegadaian Syariah Cabang  Blauran Surabaya.   

Menyimpulkan bahwa dari perolehan  penelitian ini, prosedur  

lelang barang gadai, pelaksanaanya seperti: yang cara melihatkan barang,   

cara mempengaruhi calon pembeli, cara tetapkan harga akhir, cara 

melakukan penawaran, cara ijab qabul, dan cara  untuk melaksanakan  

penyerahan barang telah disesuaikan dengan peraturan fatwa DSN no. 25 

tahun 2002 semua  sistem  pelaksanaan  tersebut.13 

Perbedaan antara penelitian proposal  saat ini  dengan penelitian 

sebelumnya  yaitu peneliti   yang akan   membahaskan Analisis Hukum 

Islam dan Fatwa DSN Nomor:25/DSN-MUI/IIII/ 2002 Terhadap 

Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. Sedangkan  dalam  

                                                 
13Taufik Hussholeh, Prosedur Pelelangan Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Cabang Blauran 

Kota Surabaya : Menurut Fatwa Dsn No. 25 Tahun 2002 (Skripsi-UIN Sunan Ampel Surabaya   

2012). 
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penelitian terdahulu membahas tentang Prosedur Pelelangan Barang Gadai 

di Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya (Menurut FatwaDSN no. 

25 Tahun 2002). 

2. Rizky Ardiansyah, skripsi  dengan  judul  “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap tindakan murtahin di desa Karang kidul Kecamatan Benjeng 

Kabupaten Gresik” tahun 2015 dituliskan oleh mahasiswa UIN Sunan 

Ampel Surabaya, dan menggunakan pendekatan  kualitatif. Penelitian  ini 

membahas tentang gadai perorangan antara dua orang, dalam 

permasalahan yang dibahas bahwa murtahin tidak mengembalikan sisa 

uang kelebihan hasil penjualan barang gadai kepada rahin, dalam proses 

penjualan barang tersebut tidak menggunakan pelelangan secara tepat 

sebab hutang rahin sudah jatuh tempo dan murtahin membutuhkan uang 

mendesak. 

Menyimpulkan bahwa dari suatu hasil penelitian ini, ketentuan  

lelang dari barang gadai, dengan pelaksanaanya seperti: tata cara 

melihatkan barang, cara memengaruhi calon pembeli, cara melakukan 

penawarannya, cara menetapkan harga akhir, cara dari ijab qabul, semua 

sistem pelaksanaan tersebut sudah sesuai dengan aturan fatwa DSN no.225 

tahun 2002.14 

Yang membedakan  antara penelitian terdahulu   dengan Penelitian  

proposal saat ini  yaitu  membahas   penelitian Analisi Hukum Islam dan 

Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Terhadap Implementasi Uang 

                                                 
14Rizky Ardiansyah, “Tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan murtahin di desa Karangkidul 

Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik” (Skripsii-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015). 
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Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Syariah Babakan Surabaya. Sedangkan  dalam  penelitian  terdahulu  

membahas  tentang  Tinjauan Hukum Islam terhadap tindakan murtahin di 

desa Karangkidul Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Dari diadakannya penelitian ini, maka terdapat tujuan penelitian, yaitu: 

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan 

barang Gadai di PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

2. Untuk Mengetahui Hukum Islam Dan Fatwa DSN Nomor: 25/ DSN-MUI/ 

III/ 2002 Terhadap Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai 

di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

 

F. Kegunaan Hasil Penelitian 

a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan untuk bahan informasi dan 

pengetahuan yang dapat sebagian dijadikan sumbangsih pemikiran bagi 

prodi hukum ekonomi syariah tentang tinjauan hukum Islam tentang 

Analisis Hukum Islam Dan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/ III/2002 

Terhadap Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

b. Secara Praktis, penelitian ini dimaksudkan menjadi bahan perbandingan 

dan diharap untuk peneliti berikutnya yang memiliki minat pada tema yang 

sama  dan  dapat  digunakan sebagai  pedoman serta sebagai suatu syarat 
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untuk memenuhi tugas akhir skripsi untuk mendapatkan gelar sarjana di 

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya. 

 

G. Definisi Operasional 

Dari Penelitian yang berjudul “ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA 

DSN-MUI NOMOR: 25/DSN-MUI/III/2002 TERHADAP IMPLEMENTASI 

UANG KELEBIHAN PELELANGAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN 

(PERSERO) CABANG SYARIAH BABAKAN SURABAYA” supaya jelas dan 

terhindar, Untuk Mendapatkan Gambaran dari kesalah pahaman pembaca 

dalam mengartikan judul Penelitian ini, maka peneliti memandang perlu 

menjelaskan secara jelas maksudnya yaitu: 

1. Hukum  Islam : Peraturan atau ketentuan yang berkenaan dengan akad Rahn 

(Gadai) berdasarkan Al-Qur’an dan As-Sunnah serta berbagai pendapat 

ulama’ Madzhab. 

2. Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002: Pendapat Para Ulama’ 

yang tergabung dalam Dewan Syariah Nasional Pembahasana Nomor: 

25/DSN-MUI/ III/2002 Tentang Rahn.         

3. Implementasi Uang Kelebihan : Penerapan Pelaksanaan Uang Kelebihan 

sisa penjualan dari barang gadai yang sudah jatuh tempo. 

4.  Pelelangan barang gadai : Proses Penjualan barang gadai yang sudah jatuh 

tempo. 

5. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya: Lembaga 

Keuangan Syariah yang bertindak di bagian Jasa yang terletak di Jl. Kebalen 

Timur 94-A Babakan Surabaya. 
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H. Metode Penelitian 

1. Data yang dikumpulkan  

Dari Data  yang telah terkumpul,  yaitu berbentuk data yang  untuk 

menjawab pertanyaan dan perlu  dihimpun didalam rumusan masalah, 

Adapun dari data yang telah dikumpulkan antara lain:   

a. Data yang terkumpulkan dari penelitian ini adalah data tentang instansi 

tempat penelitian secara umum yaitu PT. Pegadaian (Persero) Cabang 

Syariah Babakan Surabaya. 

b. Data  tentang  daftar Nasabah dengan jangka waktu pinjaman yang 

sudah jatuh tempo dan sudah melalui proses pelelangan barang gadai 

dan menyisakan uang kelebihan dari barang yang sudah di lelang 

c. Data tentang proses atau sistem penerapan uang kelebihan yang tidak 

diambil, tidak diberikan, tidak ada i’tikad diambil oleh nasabah. 

2. Sumber Data 

Sumber data adalah salah satu yang paling vital dalan penelitian. 15 

Adapun sumber data yang digunakan sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Sumber data ini adalah sumber pertama dimana sebuah penelitian 

dihasilkan.16 Data  ini  di  dapatkan  dari  pihak  Pegadaian Syariah 

kantor cabang Babakan: Staff pegadaian syariah dan nasabah terkait 

yang berupa data jumlah nasabah. 

                                                 
15Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial dan ekonomi (Format-format Kuantitatif dan 

Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemeasaran), 

Cet I (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 129. 
16Ibid., 129. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber 

data primer.17 Atau data yang tidak langsung misalnya lewat orang lain 

ataupun dokumen. Data ini didapatkan melalui literatur-literatur 

perpustakaan, perilaku konsumen, dan sumber lainnya yang relevan 

dengan pembahsan penelitian ini. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data penelitian maka peneliti menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai beriku: 

a. Observasi  

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka 

mengumpulkan data dalam suatu penelitian, merupakan hasil perbuatan 

jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya sesuatu 

rangsangan tertentu yang di inginkan, atau suatu studi yang disengaja 

dan sistematis tentang keadaan/ fenomena sosial dan gejala-gejala 

spikis dengan jalan mengamati dan mencatat.18 

b. Wawancara 

Wawancara adalah Teknik pengumpulan data yang digunakan 

peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui 

bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat 

memberikan keterangan pada sipeneliti. Wawancara ini dapat dipakai 

                                                 
17Ibid., 129. 
18Mardalis, Metode Penelitian (Suatu Pendekatan Proposal) (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), 63. 
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untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi.19 Dalam 

penelitian ini wawancara ini dilaksanakan dengan terstruktur dan bebas 

dengan karyawan Pegadaian syariah kantor cabang Babakan Surabaya 

dengan menganalisis implementasi uang kelebihan pelelangan barang 

gadai serta menganalisis alasan penyebab uang kelebihan yang tidak 

diambil, tidak diberikan, tidak ada i’tikad untuk mengambil oleh 

nasabah. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi yakni catatan tulisan, gambar, atau beberapa karya 

peristiwa yang berlalu.20 Para peneliti mengumpulkan bahan tertulis 

untuk mencari informasi yang diperlukan seperti berita di media, 

notulen-notulen rapat,surat menyurat dan suatu laporan-laporan. 

Dokumen ini dikumpulkan mungkin akan dilakukan untuk mengecek 

suatu kebenaran atau informasi tepat yang diperoleh yakni wawancara 

mendalam yang telah dilakukan.21 

4. Teknik Pengolahan Data 

Pengolahan data data adalah proses suatu dalam mendapatkan 

suatu data ringkas atau angka ringkas dengan memakai cara atau rumus 

yang tertentu.22 Dari ata yang sudah didapatkan tahapan penelitian dalam 

pengolahan data meliputi: 

 

                                                 
19 Ibid., 64. 
20 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 2014), 82. 
21 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif (Depok: Rajawali Pers, 2017), 21. 
22 M.Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta:Ghalia 

Indonesia, 2002),89. 
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a. Reduksi Data 

Reduktif data dapat diartikan adalah suatu proses pemilihan data, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabstrakan data, 

pada transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis 

di lapangan. Data yang diperoleh dari lapangan yang berjumlah cukup 

banyak, untuk itu perlu dicatat secara detail danter perinci. 

b. Penyajian Data 

Informasi yang tersusun Penyajian data dapat dijadikan sebagai 

kumpulan sehingga untuk memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data setelah di resuksi maka 

penyajian data dilakukan, uraian singkat adalah biasanya penyajian 

data, hubungan antar katagori , bagan,  flowchart, dan sejenisnya.23 

c. Menarik Kesimpulan 

Dalam mengumpulkan data Sejak awal, peneliti sudah mulai 

mencari arti tentang segala hal yang sudah tercatat atau tersusun 

menjadi suatu konfirgurasi tertentu. Bersifat sementara adalah 

Kesimpulan awal dan akan diubah bila belum ditemukan bukti-bukti 

yang tegas dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. 

Temuan yang baru dan sebelumnya belum pernah ada adalah 

kesimpulan dalam penelitian kualitatif tersebut dan temuan tersebut 

                                                 
23Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatifdan K&D (Bandung: Alfabeta, 2014), 249. 
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berupa pendeskripsian atau gambaran objek yang sebelum jelas setelah 

diteliti menjadi jelas24 

5. Teknik Analisis Data (Analisis Deskriptif) 

Teknik dari analisis suatu data adalah cara (metode) atau untuk 

mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data 

tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat bagi 

menemukannya solusi masalah, yang paling utama yakni masalah tentang 

sebuah dari penelitian. 

Penelitian ini juga terapkan suatu analisis deskriptif yang 

dikumpulkan dari berbagai kondisi yang ada dan dari kalangan pihak 

Pegadaian Syariah Kantor Cabang Babakan Surabaya. 

Dari data yang sudah peneliti dapat dan masalah yang sudah 

diangkat, pemecahan masalah bisa di selesaikan setelah melakukan 

analisis dari hasil observasi, wawancara dan dari sumber data lainnya. 

Hasil tersebut akan dikemukakannya kedalam suatu bentuk umum yang 

telah disesuaikan dengan teori yang terdapat dari berbagai macam literatur 

terkait. 

 

 

 

 

 

                                                 
24iIbid., 252-253. 
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I. Sistematika Pembahasann 

Supaya penelitian ini menjadi satu kesatuan yang kronologis dan 

sistematis maka penjelasan yang akan disusun yakni sebagai berikut :  

Dalam pembahasan bab I berisi tentang Pendahuluan sebagai pengantar 

yang memuat latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, 

rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, 

definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam 

Bab ini merupakan pijakan pertama atau disebut juga sebagai kerangka dasar 

dan umum dari seluruh isi dan proses dalam penyusunan penelitian ini, hingga 

dari bab ini akan terlihat kearah mana penulisan ini akan tertuju. 

Dalam pembahasan bab II berisi tentang konsep Rahn dalam hukum islam 

dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 Tentang Rahn, yang akan 

dibahas yakni sebagai dasar kajian yang berisi teori, dalam hal ini penulis 

membagi menjadi dua sub bab, yakni pertama landasan teori tentang rahn 

yang meliputi: pengertian rahn, dasar hukum rahn, syarat dan rukun rahn, hak 

dan kewajiban rahn, barang yang dijadikan jaminan, manfaat barang gadai, 

resiko barang gadai, waktu dan berakhirnya akad gadai, status barang gadai, 

dan penjualan barang gadai setelah jatuh tempo serta sub bab yang kedua 

adalah Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/II/2002 Tentang Rahn. 

Dalam bab yang ketiga Membahas tentang implementasi uang kelebihan 

pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan 

Surabaya yang berisi data dilapangan yang berisi pertama tentang profil 

Pegadaian syariah, meliputi Sejarah pegadaian syariah, visi dan misi, struktur 
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organisasi dan struktur organisasi dan deskripsi tugas. Yang kedua tentang 

Produk pegadaian syariah yang meliputi: Rahn, non rahn, investasi, dan 

lainnya. Yang ketiga tentang prosedur dan syarat ketentuan utang piutang akad 

rahn. Yang keempat tentang implementasi uang kelebihan pelelangan barang 

gadai dan yang kelima tentang data nasabah yang memiliki uang kelebihan 

yang tidak diambil dalam kurun waktu satu tahun.  

Dalam bab yang keempat berisi tentang analisis hukum islam dan fatwa DSN 

Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 terhadap implementasi Uang Kelebihan 

Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan 

Surabaya yang mejelaskan analisis implementasi Uang Kelebihan Pelelangan 

barang gadai dan Analisis Hukum Islam danfatwa DSN tersebut. 

Dalam bab yang kelima merupakan bagian akhir dari Penelitian atau 

penutup yang berisi tentang kesimpulan dari analisis permasalahan dan  saran 

yang membangun mengenai penerapan Implementasi uang kelebihan 

pelelangan barang gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan 

Surabaya.
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BABII 

KONSEP  RAHN DALAM HUKUM ISLAM DAN FATWA DEWAN 

SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR: 25/DSN-MUI/III/20022 

TENTANG RAHN 

A. RAHN 

1. Pengertian Rahn 

Dalam hukum islam (istilah fiqih) konsep dari gadai disebut dengan 

istilah rahn. Kata ar-Rahn berasal dari bahasa arab “ ْ ْْ-رهن ْْ–يرهن رهنا  “ 

bermakna menggadaikan, jaminan, utang, menungguhkan.1 menurut bahasa 

rahn adalah al-tsubŭt waaal-dwăm yang bermakna “tetap” dan “kekal”. 

Menurut dari pendapat Taqiyy Al-Din Abu Bakar Al-Husaini, al-rahn 

adalah al-tsubŭt yaitu sesuatu yang tetap dan al-ihtibass yakni menahan 

sesuatu. Menurut dari pendapat al-Buthii rahn secara bahasa yakni sebagai 

berikut: “ Rahn secara bahasa berarti tetap dan kekal; dikatakan măun 

răhinun (air yang mengenang) ; na’matunnrăhinatun (yang abadi). diartikan 

juga bahwa rahn bermakna menahan, berdasarkan firman Allah “ tiap-tiap 

diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya” maksudnya yaitu 

tertahan. Rahn lebih cenderung pada arti yang pertama, karena tertahan 

berarti tetap dan tidak pindah sedikit pun.”2 

                                                 
1Ahmad Warson Munawar, Kamus Al-Munawir Arab-Indonesia Terlengkap, edisi kedua, 

(Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), 542. 
2Panji Adam, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah (Konsep, Metodologi, dan Implementasi pada 

Lembaga Keuagan Syariah), (Jakarta: Amzah, 2018), 276 
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Dengan begitu, arti rahn secara bahasa seperti yang dijelakan di atas 

yakni tetap, abadi, dan menahan suatu barang sebagai mengikat hutang. 

Dengan arti istilah, ar-rahn dengan pendapat Al-Qurthubi yakni sebagai 

berikut: “ Barang yang ditahan oleh pihak yang memberi utang sebagai 

bentuk jaminan dari orang yang berutang, sampai pihak yang berutang 

melunasi utang tersebut.” pendapat Ibn Qudamah rahn yakni sebagai 

berikut: “ Harta yang dijadikan jaminan dalam utang, agar pemberi yang 

dapat menjual barang tersebut apabila pihak yang berutang tidak mampu 

membayar utangnya.” Pendapat ulama Syafiiyah rahn yakni sebagai 

berikut: “ Menjadikan suatu barang dapat dijual sebagai bentuk jaminan 

utang dipenuhi harganya, apabila yang berutang tidak mampu membayar 

utangnya.” pendapat Wahbah Al-Zuhaili, rahn secara istilah yakni:“ 

Menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya.” 

Dan demikian itu, rahn menjadikan suatu barang untuk mengikat 

hutang yang mungkin baginya  untuk mengambil hutang dengan cara 

memanfaatkan barang jaminan itu. Pendapat Wahbah, bentuk barang yang 

menjadi jaminan harus berupa barang bernilai uang yang memiliki nilai 

manfaat. Takaran harganya suatu barang, mengukur dari mungkin diperoleh 

nilai manfaat dari barang itu.3 

                                                 
3Ibid., 277-278. 
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Pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) 

mendefinisikan: “Rahn/ gadai adalah penguasaan barang milik peminjam 

oleh pemberi pinjam sebagai jaminan.”4 

Berdasar pengertian yang dijelaskan oleh sebagian ulama diatas, bisa 

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rahn yaitu perjanjian 

menyerahkan barang sebagai bentuk jaminan atas hutang sampai orang yang 

bersangkutan boleh mengambil hutang. Demikian itu, terlihat bahwa tujuan 

dari barang jaminan yaitu untuk memberik keyakinan, tidak khawatir, dan 

aman atas hutang yang dipinjamkan. 5 

Pegadaian atau pawnshop yakni salah satu bagian dari instansi 

(lembaga) keuangan non bank yang ditujukan untuk masyarakat luas yang 

mempunyai penghasilan menengah kebawah yang butuhdana dalam waktu 

cepat. Dana itu diperuntukkan untuk membayar keperluan  keluarga dan 

lainnya, utamanya yang sangat cepat, misal dalam biaya sekolah anak ada 

awal tahun pelajaran, untuk membiayai pulang kunjungi kerabat yang 

terkena musibah, membiayai perawatan anggota keluarga yang lagi kurang 

sehat, membiayai hadapi kebutuhan lebaran idul fitri, dan lain-lainya.6 

Dengan demikian ini, lembaga pegadaian memiliki peran penting, 

utamanya dalam penuhi kebutuhan dana segera (freshmoney) penyebab ada 

keperluan mendesak.  

                                                 
4Pasal 20 ayat 4 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
5Panji Adam, Fatwa-FatwaEkonomi Syariahh (Konsep, Metodologi, dan Implementasi pada 

Lembaga Keuagan Syariah), (Jakarta: Amzah, 2018), 276-278. 
6Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2017), 

202. 
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peraturan gadai secara islam telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah 

Nasional sebagai berikut:  

Pertama: Hukum 

a. Yang menerima barang memiliki hak untuk menahan barang hingga 

semua dari hutang yang menyerahkan barang melunasinya. 

b. Barang gadai dan manfaat barang tetap menjadi kepemilikan nasabah. 

Pada dasarnya, barang jaminan tidak boleh di ambil manfaatnya oleh 

penerima gadai kecuali dapat izin Rahin, dan tidak mengurangi nilai 

barang dan dalam memanfaatkan itu untuk ganti membiayai 

memeliharaan dan merawatannya.7 

2. Dasar Hukum Rahn 

a. Al-Qur’an 

Gadai dalam hukum itu boleh didasarkan dalilAl-Qur’an, Hadis, dan 

ijma’. Dasar dari gadai Al-Qur’an dalam firman Allah SWT dalam QS. 

Al-Baqarah (2): 283. 

ةًٌ فاإِنْ أامِنا ب اعْضَُكُُمْْ ب اعْضًَا ف الْي ُ  قُْبُوضا انٌ ما اتَّبًِا فارهِا دُوا كا لَاْ تَاِ رٍ وا فَا تُمْْ عَالاى سا إِنْ كُن ْ ؤادِّ الَّذِي وا
ا فاإِنَّهُ آثٌِِ ق الْبُهُ وا  نْ ياكُْتُمْها ما ةا وا ادا ها تَّقِ اللَّهََّا رابَّهُ والا تَّاكُْتُمُوا الشَّ لْي ا ان اتاهُ وا لُونا اؤْتُُِنا أاما ُ بِاا تَّ اعْما اللَّهََّ

 عَالِيمٌْ 

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara 

tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah 

ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan 

tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka 

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan 

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu 
(para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

                                                 
7Fatwa0DSN-MUI0Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang0Rahn. 
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hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Q.S. Al-

Baqarah:”283).8 

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-

Quran diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian 

bila seseorang hendak melakukan transaski utang-piutang yang memakai 

jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah 

barang kepada orang yang berpiutang rahn.  

Selain itu, Syaikh Muhammad Ali As-Sayis menjelaskan bahwa 

rahnbisa dilaksanakan pada dua belah pihak yang bertransaksi sedang 

melaksanakan perjalanan, dan transasksi yang demikian tersebut harus 

ditulis dalam sebuah berita acara (adanya orang yang menuliskan) 

dangan adanya orang yang manjadi saksi terhadapnya. Dan Ali As-Sayiss 

bahwa dengan rahn, pada prinsip kehati-hatian pada dasarnya lebih 

menjamin timbang bukti tulis dengan ditambahkan dengan kesaksian 

seseorang. Sekalipun demikian, yang menerima gadai dibolehkan juga 

tidak menerima barang jaminan dari yang memberi gadai (rahin), dengan 

alasan bahwa mereka yakin yang memberi gadai(rahin) tidak akan 

menghindari dari kewajibannya. Karena, substansinya dari peristiwa rahn 

adalah untuk menjauhi ketidakmaslahatan  yang mengakibatkan 

berkhianatnya salah satu dari pihak atau kedua belah pihak jika keduanya 

melaksanakan transaksi hutang-piutang. 

 

                                                 
8Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah : 283. 
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kegunaan barang gadai pada ayat diatas yakni untuk menjaga saling 

percaya dari masing-masing pihak, sehingga yang menerima gadai yakin 

bahwa yang memberi gadai beri’tikad baik untuk ngembalikan 

pinjamannya. serta tidak melalaikan kurun waktunya dalam 

pengembalian utangn yaitu. 

Meskipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa rahn 

dilaksanakan oleh seseorang pada saat dalam keadaan musafir. Hal ini, 

bukan berarti dilarang bila dilaksanakan oleh orang yang menetap atau 

bermukim. Karena dalam kondisi musafir maupun tetap bukan suatu 

syarat absahnya transaksi rahn, mengandaikan baju besinya pada seorang 

yahudi, supaya mendapakan makanan bagi keluarga nabi padasaat beliau 

tidak melaksanakan perjalanan.9 

b. Hadist 

Hadist Nabi Muhammad SAW, yakni dasar hukum yang kedua yang 

menjadi rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah. yang antara lain 

yakni diungkapkan sebagai berikut:  

a) Hadist Aisyah ra. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang 

berbunyi: 

ُ عَا  لَّى اللَّهََّ ةًا قاالاتْ اشْتَااى راسُولُ اللَّهََِّ صا لَّمْا مِنْ ي اهُودِيِّ طاعاامًاعَانْ عَاائِشا سا لايْهِ وا  
ناهُ  راها دِيدوا دِرْعًَا مِنْ حا  

Artinya: dariAisyah berkata: Rasulullah SAW. membeli makanan 

dari yahudi dengan menggadaikan baju besinya.’(HR. Muslim).10 

                                                 
9Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 5-6. 
10Bukhary, “Shahih Bukhary””, Hadist no. 1926. Kitab: al-Buyu’ Bab: Shira an-Nabiy an-Nasi’ah 

dalam Ibid. 
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b) Hadist Abu Khurairah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhori, yang 

berbunyi: 

ُ عَالايْهِ عَن أابِ هُرايْ راةا قاالا راسُولِ اللَّهََِّ  لَّى اللَّهََّ تِهِ إِذاا كا  صا قُا فَا بُ بنِ ا لَّمْا الظَّهْرُ يُ ركْا سا انا وا  
انا ما  تِهِ إِذاا كا قُا فَا رِِّ يشُْرابُ بنِ ا ُ الدَّ لابَا رْهُونًً, وا ياشْرابُ الن َّ ما بُ وا عَالاى الَّذِي ي اركْا قُاةًُ رْهُونًً, وا فَا  

Artinya: dari Abu Khurairah, Rasulullah SAW bersabada, kendaraan 

dapat digunakan dan hewan ternak dapat pula diambil manfaatnya 

apabila digadaikan. Penggadai dapat juga memberikan nafkah dan 

yang menerima gadai bisa mendapat manfaatnya.(HR.aAl-

Bukhori).11 

 

c) Hadis riwayat Abu Khurairah ra., yang berbunyi: 

احِبِهِ  : ) لاا ي اغْلاقُ االرَّهْنُ مِنْ صا لَّمْا سا ُ عَالايْهِ وا لَّى االلَّهََّ : قاالا راسُولُ االلَّهََِّ صا عَانْهُ قاالا وا
ناهُ, لاهُ غُنْمُهُ  عَالايْهِ غُرْمُهُ ( االَّذِي راها  وا

Artinya: baranggadai tidak boleh disembunyikan dari pemilik yang 

menggadaikan, baginya beresiko dan hasilnya. (HR. Asy-Syafii dan 

Ad-Daruquthni).12  

c. Ijma’ 

Jumhur ulama sepakat dibolehkannya status hukum ulama’ gadai. 

Hal ini dimaksud, berdasar padahikayah Nabi MuhammadSAW. yang 

menggadai baju besi guna mendapat makan dari seorangYahudi. 

Sebagian dari para ulama’ pula, mengambil indikasi dari contoh Nabi 

Muhammad SAW.13 Yang tidak ingin memberatkan para sahabat yang 

biasa enggan mengambil ganti maupun harga yang diberikan oleh Nabi 

Muhammad SAW kepada mereka tersebut, pada saat beliau beralih dari 

                                                 
11Bukhary, “Shahih Bukhary””, Hadist no. 2328. Kitab: al-Rahn Bab: ar-RahnMarkub wa Mahlub 

dalam Ibid 
12Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismalil bin Ibrahim bin Mughiram bin Bardizbah Al-

Bukhari Al-Ju’fiy, 116. 
13Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 7. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

28 

 

 

 

yang biasa transaksi pada para sahabat yang kaya pada seorang yahudi. 

Bahwa, hal tersebut tidak lebih sebagai sikap nabi MuhammadSAW.14 

Dasar dari ijma’ ulama yaitu bahwa kaum muslim sependapat 

dibolehkannya gadai secara islam pada saat perjalanan kepada mereka 

dan ketika di rumah kecuali mujtahid yang berpendapat gadai hanya 

berlaku ketika bepergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, 

pendapat mujtahid dibantah dengan pendapat hadis diatas. disamping itu, 

penyebutan safar dalam ayat tersebut keluar dari yang umum 

(kebiasaaan).15 

3. Syarat dan Rukun Rahn 

Pada lazimnya aspek hukum perdata Islam (fiqih muamalah) dalam 

transaksi baik dalam jual beli, sewa menyewa, gadai ataupun semacamnya 

mensyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. 

Demikian pula hak kewajiban bagi pihak yang melakukan bertransaksi 

gadai. Hal ini dimaksud diungkap sebagai berikut: 

a. Rukun Rahn 

Di dalam penjelasan fiqih 4 mahzab (fiqhaal-madzahibbal-arba’ah) 

diungkapkan rukun gadai  sebagai berikut: 

a) Aqid atau orang yang berakad 

Aqid yakni orang yang melalukan akad yang meliputi dua arah 

yakni: (a) Rahin ”orang yang menggadaikan barangnya” dan (b) 

Murtahin” orang yang berpiutang dan menerima barang gadai” atau 

                                                 
14Ibid., 8.  
15Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, (Jakarta: KENCANA, 2017), 

174. 
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yang menerima gadai. Hal dimaksud, didasari dengan sighat, yakni 

ucapan berupa ijab qabul “serah terima antara penggadai dengan 

yang menerima gadai” Untuk pelaksanaan akad rahn yang penuhi 

kriteria syariat islam, supaya akad yang dibuatoleh dua pihak atau 

lebih wajib penuhi beberapa rukun dan syarat.16 

b) Ma’qud Alaih (barang yang diakadkan) 

Ma’qudd‘Alaih meliputi 2 (dua) hal, yaitu: (a) Marhun (barang 

yang didagaikan), dan (b) Marhun bihi (dain), atau utang yang 

karenanya diadakan akad rahn. Namun demikian, ulama’ fiqih beda 

argument tentang masuknya sighat sebagai rukun dari terjadi akad 

rahn. Ulama’ mazhad hanafi berargument bahwa sighat tidak 

termasuk dalam rukun rahn, selain perjelasan penyerahan barang 

sebagai agunan bagi pemilik barang dan qabul pernyataan kesediaan 

dan memberikan hutang, dan yang menerima barang agunan 

tersebut).  

Di samping itu, hal tersebut menurut ulama Hanafiyah,untuk 

sempurnanya dan mengikat akad rahn, masih dibutuhkan apayang 

dimaksud penguasaannya barang oleh kreditor, sementara kedua 

belah pihak yang melakukan akad, dan harta yang menjadi agunan 

atau jaminan, dalam pendapat ulama Hanafi lebih tepat dimasukkan 

sebagai syarat rahn bukan rukun rahn. terkait hal ini, penulis lebih 

menyepakati dengan pendapatnya ulama, yang mengatakan bahwa 

                                                 
16Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 20. 
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ada tiga hal terpenting dalam perjanjian yakni Aqid, ma’qud ‘Alaih, 

dan sighat dari akad, yang berupa ijab qabul antara 2 (dua) orang 

yang berakad. Karena itu, syarat shighat menurut mahzab hanafi 

adalah ia yang tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan tertentu atau 

dengan sesuatu di masa depan, mengingat akad rahn sama halnya 

akad jual beli. Apabila akad dimaksud disertai dengan persyaratan 

tertentu, atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syarat 

itu menjadi batal meski akadnya tetap sah. Mislanya, debitur 

mensyaratkan perihal tenggang waktu pelunasan utang, manakala 

tengang waktunya habis, sedangkan utangnya belum dilunasi maka 

rahn diperpanjang satu bulan. Demikian juga bila kreditor 

mensyaratkan barang agunan untuk dapat dimanfaatkannya.17 

b. Syarat- syarat Rahn 

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka juga 

dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai yang dimaksud, terdiri 

atas: (a) shighat, (b) pihak-pihak yang berakad, (c) utang (marhun bih), 

dan (d) marhun. Keempat yang dimaksud, uraikan sebagai berikut: 

a) Shighat  

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan 

waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan 

hartanya mempersyaratkan tenggang waktu utang habis dan utang 

belum berbayar, sehingga pihak penggadai dapat memperpanjang 

                                                 
17Ibid., 21. 
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satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung 

kelancaran akad maka diperbolehkan. Sebagai contoh, pihak 

penerima gadai meminta supaya akad itu disaksikan oleh dua orang 

saksi. 

b) Pihak-Pihak yang Berakad Cakap Menurut Hukum 

Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum mempunyai 

pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan 

perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqil baligh, berakal sehat , 

dan mampu melakukan akad. Menurut sebagian pengikut ulama Abu 

Hanifa membolehkan anak-anak yang mumayyiz untuk melakukan 

akad karena dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Syarat 

orang yang menggadaikan (ar-rahin) dan orang yang menerima 

gadai adalah cakap bertindak dalam kacamata hukum. Lain halnya 

dengan menurut mayoritas ulama, orang yang masuk dalam kategori 

ini adalah orang yang telah baligh dan berakal, sedangkan menurut 

ulama mahzab Hanafi, kedua belah pihak yang berakad tidak 

disyaratkan baligh, melaikan cukup berakal saja. karena itu, menurut 

mahzab Hanafi, anak kecil yang mumayyiz, yang dapat 

membebaskan suatu yang baik dan buruk, maka ia dapat melakukan 

akad rahn dengan syarat akad rahn yang dilakukan mendapat 

persetujuan dari walinya.  
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c) Utang (Marhun bih) 

Utang (marhun bih) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang 

adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk membayar bagi pihak 

yang memberi utang: (b) merupakan barang yang dapat 

dimanfaatkan, jika tidak dimanfaatkan, maka tidak sah: (c) barang 

tersebut dapat dihitung jumlahnya. 18 

d) Marhun 

Marhun adalah harta yang di pegnag oleh murtahin  (penerima 

gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang. Para ulama 

menyepakati bahwa syarat yang berlaku pada barang gadai adalah 

syarat yang berlaku pada barang yang dapat diperjual belikan, 

dengan ketentuannya adalah: 

Agunan itu harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut 

ketentuan syariat islam; sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan 

tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat islam maka tidak dapat 

dijadikan agunan. Sebagai contoh dapat diungkapkan misalnya, 

khamar (minuman memabukkan). Minuman dimaksud, tidak benilai 

dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariah islam sehingga tidak 

dapat dijadikan agunan, Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya 

seimbang dengan besarnya utang, Agunan itu harus jelas dan tertentu 

(harus ditentukan secara spesifik), Agunan itu milik sah debitur, 

Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain (bukan milik orang 

                                                 
18Ibid., 22. 
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lain, baik sebagian atau sepenuhnya). Agunan dimaksud, berbeda 

dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan 

kredit boleh milik orang lain, baik sebagian maupun sepenuhnya. 

Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan KUHPerdata yang 

membolehkan hal demikian itu. Dalam hal debitur menghendaki agar 

barang pihak ketiga yang menjadi agunan, seharusnya ditempuh 

dengan menggunakan prinsip Kafalah, Agunan itu harus harta yang 

utuh, tidak berada dibeberapa tempat. Lain halnya dalam praktik 

perbankan konvensional, agunan kredit boleh berupa tagihan (yang 

dibuktikan dengan surat utang atau bukti lainnya). Demikian pula 

boleh dijadikan agunan kredit barang-barang yang bertebaran 

diberbagai lokasi. Hal tersebut adalah sejalan dengan ketentuan 

KUH Perdata yang memperbolehkan hal itu dan Agunan itu dapat 

diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.19 

4. Hak dan Kewajiban Rahn 

Dengan adanya akad gadai, maka hubungan kedua belah pihak yakni 

orang yang menyerahkan gadai (Rahin) dan orang yang menerima gadai 

(Murtahin) maka akan menimbulkan hak dan kewajiban, antara lain: 

a. Hak dan Kewajiban Rahin (pemberi gadai) adalah: 

a) Rahin berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada pemegang 

gadai yang telah memberikan hutang kepadanya. Dan rahin 

mempunyai hak kuasa atas barang yang digadaikan 

                                                 
19Ibid., 23. 
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b) Jika sudah pada waktunya, maka rahin melunasi hutangnya kepada 

murtahin. Jika tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka murtahin 

bisa melapor kepada penguasa dan dia berhak mengambil kembali 

barangnya yang digadaikan.20 

b. Hak Murtahin (orang yang menahan gadai) 

a) Menahan barang gadai. 

b) Berhak mendapatkan pengantian biaya yang telah dikeluarkan untuk 

menjaga keselamatan barang jaminan. 

c) Berhak menjual jaminan atau gadaian. Pendapat ini berbeda dengan 

Imam syafii yang memandang batal persyaratan tersebut. 

Sedangkan kewajiban murtahin (orang yang menerima gadai) 

adalah: 

a) Murtahin berkewajiban memelihara keselamatan barang gadai 

dengan cara wajar sesuai dengan keadaan barang. 

b) Murtahin berkewajiban mengembalikan barang gadai kepada rahin 

jika hutangnya telah dilunasi dan jika terdapat persyaratan diwaktu 

akad. 

c) Murtahin berkewajiban mengembalikan barang gadai jika diminta 

oleh penggadai karena murtahin menyalah gunakan barang 

tersebut.21 

 

                                                 
20Sasli Rais, Pegadaian Syariah dan Konsep Sistem Operasional, (Jakarta: UI Press, 2006), 43. 
21 Ibid., 43. 
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5. Barang yang dijadikan Jaminan 

Mengenai barang yang dijadikan jaminan salah satu unsur yang harus 

ada dalam perjanjian atau akad gadai. Didalam Al-Qur’an,hadis, dan ijma’ 

tidak ada yang memaparkan secara jelas apa barang tersebut berupa barang 

yang gerak atau barang tidak gerak seperti emas, permata yang akan 

ditetukan presentase dengan taksiran.22 Adapun peraturan barang jaminan 

meliputi: 

a. Barang jaminan itu kepemilikan Rahin. 

b. Nilai barang jaminan dikirakan imbang dengan penilaian utang. 

c. Identitas barang jaminan cukup jelas. 

d. Barang jaminan itu dapat diserahkan baik benda atupun manfaatnya. 

e. Barang jaminan itu dapat dijual. 

f. Barang jaminan yakni barang yang halal bagi seorang muslimin. 

Sedangkan dalam kitab kifayatul ikhyar dijelaskan syarat marhun (barang 

jaminan) antara lain: 

a. Untuk barang pasti, Barang yang jelas dari jumlah, hingga kedua pihak 

dapat perkirakan harga baran yang menjadi jaminan tersebut sama atau 

tidak dengan jumlah utang. 

b. Barang itu telah ada, Tidak dibolehkan menggadai barang yang tidak ada, 

contoh barang yang dalam pesanan, barang dipinjam orang olehhorang 

                                                 
22‘Subagyo, dkk, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu 

Ekonomi YKPN,2005),154. 
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lain dan sebagainya. Barang yang menjadi jaminan wajib telah  dimiliki 

dan ada bukti fisiknya.23 

6. Manfaat Barang Gadai 

Bank syariah sebagai pemegang gadai berupaya mengambil manfaat 

dari barangtanggungan yang digadai sebagai balasan atas memelihara 

barang.24 Akan tetapi mengambil manfaat oleh yang menerima gadai dalam 

bentuk pendapatan bukan merupakan riba selama ada saling setuju 

(sepakat). Hal tersebut didasarkan pada pendapat Imam Hanafi, 

menggadaian tergolong beban (atas barang gadaian) untuk suatu batas 

jaminan. Sedang pendapat ulama Hanafi, memanfaatkan barang jaminan 

yakni memanfaatkan yang didasarkan pada izin dan tidak karena jaminan, 

oleh karena itu maka halal.25 

Mengambil manfaat oleh pihak yang memiliki gadai tertera perbedaan 

dilingkungan ulama’. Ulama Syariah berpendapat bahwa murtahin 

dibolehkan memanfaatkan suatu barang gadai tanpa seizin rahin, tetapi yang 

memiliki gadai tidak boleh menghilangkannya atau menguranginya dari 

nilai barang yang digadai. Apabila barang gadai bisa berkurang, maka wajib 

ada izin dari murtahin.26 

 

 

                                                 
23Ibid., 154. 
24Muhammad Muslehuddin, Sistem Perbankan Dalam Islan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1994), 89. 
25 Hamzah Yaqub, KodeEtik Dagang Menurut Islam (Bandung: CV.Diponegoro,1992), 219. 
26 Rahmat Syafe’I, Fiqih Muamalah, Konsep Gadai (ar rahn dalam fiqih islam: antara nilai 

socialdan nilaikomersial dalam “Problematika Hukum Islam Kontemporer III”, Cet. Ke-2, 

(Jakarta: Lembaga Studi islam dan Kemasyarakatan, 1995), 173. 
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7. Resiko Barang Gadai 

Apabila rahn ditetapkan sebagai produk, adapun resiko yang mungkin 

terjadi yakni sebagai beriku: 

a) Resiko turunnya nilai harga asset yang ditahan atau rusak. meskipun 

sudah ditaksir nilia barang yang telah digadaikan, kemungkinan ada 

turunnya nilai barang mulai pertama taksiran akan terjadi. Hal ini 

diskarenakan oleh sebagai permasalahan ekonomi, misal penurunan nilai 

tukar rupiah  terhadap dolar. 

b) Resiko tidak dapat terbayar hutang nasabah (ingkar janji). Resiko ini 

terjadi apabila nasabah kesulitan untuk lunasi kembali barang yang sudah 

dijaminkan sebab beberapa alasan. Jadi nasabah dapat saja bebas dari 

kewajiban membayar cicilan dikarenakan dalam perjalanan waktu 

nasabah berniat untuk mengorbankan barang gadaiannya.27 

8. Waktu dan Berakhirnya Akad Gadai 

Apabila sudah jatuh tempo membayar utang, menurut hukum Islam 

maka yang memiliki barang gadai harus melunasi hutangnya, dan murtahin 

harus menyerahkan barang dengan cepat. Apabila rahin tidak bisa lunasi 

hutang itu, maka barang gadai itu bisa dijual supaya bisa lunasi hutang. 

Apabila rahin tidak rela menjual barang gadai, maka hakim bisa memaksa 

untuk segera lunasi hutangnya atau menjual barang gadainya. Uang 

kelebihan hasil penjualan barang gadai diberikan lagi pada pemilik awalnya, 

apabila masih ada kekurangan hutang, maka halitu masih tetap menjadi 

                                                 
27Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 110. 
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tanggungan yang berhutang.28 Akad gadai berakhir dengan terjadi hal-hal 

berikut ini: 

1. Barang sudah diberikan kembali pada pemiliknya. 

2. Rahin membayarkan hutangnya. 

3. Dijual dengan perintah rahin atau perintah hakim. 

4. Adanya pembebasan hutang dengan cara apapun, meski tidak ada 

persetujuan dari pihak lain. 

5. Rusaknya barang gadai sebab tindakan atau penggunaan murtahin. 

6. Mengambil manfaat baranggadai dengan penyewaan, hibah atau sedekah, 

baik dari pihak rahin maupun murtahin. 

7. Meninggalnya rahin (pendapat Imam Malik) dan atau murtahin 

(pendapat Imam Hanafi), sedangkan Imam Syafii dan hanabillah, 

berpendapat suatu kematian semua pihak tidak akhiri akad rahn.29 

9. Status Barang Gadai 

Sebagian besar ulama mengeluarkan pendapat bahwa gadai itu ada 

kaitannya dengan seluruh hak barang yang digadai dan bagian lainnya. Ini 

berarti apabila seseorang mengandaikan jumlah barang yang tertentu, 

kemudian ia lunasi sebagian, maka seluruh barang gadai masih tetap ada 

ditanganyang menerima barang gadai (murtahin) sampai orang yang 

menggadai lunasi semua utangnya itu. Sedikit ahli fiqih mengeluarkan 

                                                 
28Ibid., 110. 
29“Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia,(Jakarta: KENCANA, 2017), 

185. 
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pendapat bahwa barang yang masih tetap ada ditangan yang menerima gadai 

(murtahin) yaitu hanya sebesar hak yang belum lunas.30 

Status barang gadai terbentuk saat terjadi transaksi atau kontrak 

hutang piutang yang diikuti oleh menyerahkan jaminan. Misal, ketika 

seorang penjual meminta pembelinya menyerahkan jaminan seharga tertentu 

untuk pembelian suatu barang dengan kredit.31 

Dengan berbagai yang berpendapat menganai akad gadai dapat 

disimpulkannya bahwa gadai merupakan salah satu produk layanan 

pembiayaan untuk segala keperluan bagi perorangan dengan gunakan 

prinsip rahn yang didasarkan pada jasa penyimpanan dan memelihara harian 

atas jaminan. 

10. Penjualan Barang Gadai setelah Jatuh Tempo 

Penjualan barang gadai seusai jatuh tempo yakni disahkan. Hal ini, 

sesuai dengan maksud dan pengertian hakikat gadai itu sendiri. Yaitu 

sebagai kepercayaan dari suatu hutang untuk penuhi harga, bila berhutang 

tidak dapat membayarkan hutang, dengan cara mewakili penjualan pada 

orang yang adil dan percaya. Mengenai penjualan barang gadai oleh wakil 

yang adil, sebagian ulama sepakat bolehnya dilakukan. Bahkan, mereka 

beda pendapat apabila yang menjualkan yakni murtahin. Pendapat Abu 

hanifah dan imam Malik seperti yang dikutip oleh Ibnu0Qudamah “Apabila 

                                                 
30Ibid., 130 
31‘Ismail Nawawi, Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer,(Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 201. 
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dalam akad gadai diisyaratkan penjualan oleh penerima gadai setelah jatuh 

tempo, maka hal itu dibolehkan”.32 

Lain dari hal pendapat, dari kalangan mazhab Imam Syafii seperti 

yang dikutip oleh Ibnu Qudamah, yaitu murtahin tidak boleh menjual 

barang gadai (marhun) setelah jatuh tempo. Penjualan barang gadai hanya 

bisa dilakukan oleh wakil yang adil dan terpercaya. Argumentasi beliau 

ialah rahin menghendaki kesabaran terhadap barang yang akan dijual dan 

kecermatan terhadap harganya. Hal ini berbeda kondisi dengan murtahin 

yang menghendaki hak pelunasan utangnya dapat dipenuhi secepatnya. 

Karena itu bila penjualan dilakukan oleh murtahin dikhawatirkan penjualan 

tersebut tidak dengan harga yang tepat. Sebab yang terpenting bagi 

murtahin adalah barang tersebut cepat terjual yang kemudian menerima 

harganya.33 

Ulama berbeda pendapat mengenai penjualan yang dilakukan oleh 

penerima gadai. Pendapat mereka sebagai berikut: 

a. Menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila dalam akad gadai 

mensyaratkan penjualan oleh yang menerima gadai seusai jatuh tempo, 

maka hal itu dibolehkan. Demikian juga pendapat ImamAhmad bin 

Hambal, beliau memperbolehkan yang menerima gadai menjualkan 

barang gadai seusai jatuh tempo. Sebabnya, apa yang disahkan untuk 

diwakili oleh selain yang memberi atau yang menerima gadai. Maka sah 

untuk diwakili oleh mereka keduanya. 

                                                 
32Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 28. 
33Ibid., 28. 
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b. Menurut Imam Syafii, yang menerima gadai tidak dapat menjualkan 

barang gadaian seusai jatuh tempo, kecuali oleh wakil yang adil dan 

terpercaya. Pendapatnya, karena yang memberi gadai telah hendaki sabar 

terhadap barang yang akan dijual dan kejelian pada harga. Hal itu beda 

dengan yang menerima gadai yang menghendakinya agar hak pelunasan 

segera terpenuhi, maka apabila penjualan dilaksanakan oleh yang 

menerima gadai maka dikhawatirkannya penjualan tersebut tidak dengan 

harga yang tepat dan bisa memberi kerugian pihak dari pengadai.34 

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, apabila jatuh tempo, 

pemberi gadai dapat mewakilkan kepada yang menerima gadai atau 

menyimpan atau pihak ketiganya untuk menjual harta gadainya.35 

Menurut Pasal 407: 

a) Apabila jatuh tempo, yang menerima gadai wajib mengingatkan yang 

memberi gadai untuk cepat melunasi hutangnya. 

b) Apabila pemberi gadai tidak dapat melunasi hutangnya, maka harta 

gadai dijual paksa dengan melalui lelang. 

c) Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi utang, biaya 

penyimpanan, dan pemeliharaan pada barang itu yang belum dibayar 

serta biaya penjualan. 

d) Uang kelebihan hasil penjualan menjadi kepemilikan yang memberi 

gadai dan kekurangannya menjadi kewajiban yang memberi gadai.36 

                                                 
34‘Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (Jakarta: KENCANA, 2017), 

184-185. 
35Pasal”406’Kompilasi Hukum Ekonomi’Syariah. 
36Pasal”407 Kompilasi”Hukum Ekonomi”Syariah. 
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Menurut Pasal 408: 

Jika pemberi gadai tidak diketahui keberadaannya, maka penerima gadai 

boleh mengajukan kepada pengadilan agar pengadilan dapat menetapkan 

bahwa penerima gadai boleh menjual harta gadai untuk melunasi utang 

pemberi gadai.37 

 

B. FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) NOMOR: 25/DSN-

MUI/III/2002 TENTANG RAHN 

Dewan Syariah Nasional (DSN) yakni sebuah instansi (lembaga) yang 

berada dibawah naungan Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang memimpin 

adalah dari ketua MUI. Fungsi paling utama Dewan Syariah Nasional (DSN) 

yakni menjaga (mengawasi) macam produk instansi (lembaga) keungan syariah 

supaya sesuai dengan ajaran islam.38 Pengertian fatwa dalam KBBI adalah 

jawab (pendapat, putusan) Secara sederhana yakni yang diberikan oleh mufti 

tentang suatu masalah.39 

Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1999 membentuk Dewan Syariah 

Nasional adalah yang mempunyai kompeten dan otoritasnya yang  resmi 

hingga mempunyai kewenangan mengeluarkan aturan dan ketentuan syariah 

dalam bentuk fatwa Dewan Syariah Nasional.40 

                                                 
37Pasal 408 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. 
38Bank Indonesia, Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, (Jakarta: Bank 

Indonesia, 1999), 22. 
39Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke tiga, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2017), 314. 
40Butir0IV0Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01 Tahun 2000 tanggal 1 April 2000 tentang 

Pedoman Dasar Dewan Majelis Ulama Indonesia tentang Pedoman Rumah Tangga DSN-MUI, 

Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. 0 
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Secara struktural, Dewan syariah Nasional (DSN) berada dibawah MUI 

dan mempunyai tugas menangani berbagai masalah yang ada kaitannya dengan 

kegiatan ekonomi pada umumnya dan khususnya pada pengelolaan keuangan. 

Pendirian DSN, pada prinsipnya dimaksudkan untuk efisiensi dan koordinasi 

sebagai usaha para ulama dalam menanggapi isu-isu yang ada hubungannya 

dengan permasalahan keuangan dan ekonomi. Selain itu, diharapkan DSN juga 

dapat pengarah dan pendorong nilai-nilai prinsip ajaran islam dalam kehidupan 

ekonomi dan dapat berperan sebagai pengawas.41 

Fatwa DSN berfungsi untuk perbankan syariah antara fatwa DSN lain 

adalah: 

1. Dalam menjalankan tugas pengawasan di masing-masing bank syariah 

sebagai Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah. 

2. Bagi bank syariah dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai dasar 

hukum 

3. Bagi peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan 

syariah dan kegiatan usaha bank syariah sebagai Landasannya.42 

Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa no. 25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn dengan pertimbangan diantaranya sebagai berikut: 

1. Sistem keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman 

dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang bahwa salah satu 

bentuk jasa pelayanan. 

                                                 
41Angka0IV butir 2 huruf b Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 010Tahun 2000 tanggal 1 

April 2000. 
42Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, Himpunan Fatwa dewan Syariah Nasional 

MUI, Cet 4, (Jakarta: Gaung Persada, 2008), 25. 
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2. Bahwa perlu adanya merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam 

berbagai produknya bagi Lembaga Keuangan Syariah (LKS); 

3. Dewan Syariah Nasional memandang perlu tetapkan fatwa untuk dijadikan 

pedoman tentang Rahn, yaitu menahan barang sebagai jaminan hutang 

Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip syariah.43 

Berhubungan dengan penelitian penulis yaitu fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn, setelah 

menerangkan latar belakang akan dibuatnya fatwa ini yang berhunbungan 

dengan rahn, dengan ketentuan sebagai berikut: Menetapkan Fatwa tentang 

Rahn 

1. Hukum, Bahwa meminjamkan dengan menggadai suatu barang untuk 

jaminan   dari utang dalam bentuk rahn diperbolehkan dengan aturan 

sebagai berikut. 

2. Ketentuan Umum: 

a. Yang menerima gadai (murtahin) memiliki hak untuk menahan barang 

(marhun) sampai semua hutang yang menyerahkan barang (rahin) 

dilunasi. 

b. Marhun dan pemanfaatannya tetap menjadi kepemilikan rahin. Pada 

prinsipnya, marhun dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin rahin 

adalah tidak boleh, manfaatnya itu sekedar mengganti biaya 

pemeliharaan dan perawatannya dengan tidak mengurangi nilai 

marhun. 

                                                 
43Ibid., 26. 
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c. Pada dasarnya, Memelihara dan Menyimpan marhun menjadi 

kewajiban rahin, namun dapat dikasanakan juga oleh murtahin, 

sedangkan biaya dan memelihara dan menyimpannya tetap mejadi 

kewajiban rahin. 

d. Jumlah pinjaman tidak boleh ditentukan berdasarkan dari Besar biaya 

memelihara dan menyimpan marhun. 

e. Penjualan Marhun 

a) Manakala rahin jatuh tempo, murtahin wajib mengingatkan rahin 

untuk cepat melunasi hutangnya. 

b) Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang syariah, Manakala 

rahin tetap belum bisa melunasi hutangnya. 

c) Untuk melunasi utang, biaya memelihara dan menyimpan yang 

belum dibayar serta biaya penjualan menggunakan dari Hasil 

penjualan marhun. 

d) Kekurangann menjadi kewajiban rahin dan Kelebihan hasil 

penjualannya menjadi milik rahin.44 

Bahwa dengan cara tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah, Dewan Syariah Nasional memandang harus menetapkan 

fatwa tentang hal itu untuk dijadikan suatu pedoman. Masyarakat pada 

umumnya, Kemudian lebih pasti lagi mengenai rahn telah lazim 

menjadikan emas sebagai barang yang berharga dan disimpan dan 

menjadikan objek rahn sebagai jaminan hutang untuk dapat pinjaman 

                                                 
44Fatwa DSN-MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn. 
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uang di bank syariah. Maka fatwa mengenai jaminan emas ini diatur lebih 

jelas lagi yakni dalam fatwaNo. 26/DSN-MUI/III/2000 tentang rahn emas 

dengan ketetapan fatwa yang telah diatur. 

3. Ketentuan dan Penutup 

a. Penyelesaian sengketa dilakukan melalui badan Arbitrase syariah 

setelah tidak mencapai kesepakatan melalui musyawarah apabila 

salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban atau jika terjadi 

perselisihan diantara keduanya. 

b. Fatwa ini diberlakukan mulai tanggal ditetapkan dengan kebijakan 

apabila di kemudian hari ternyata kedapatan kekeliruan, akan akan 

dirubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.45 ditetapkan di 

Jakarta pada tanggal 15 Rabi’ul Awal 1423 H, 26 Juni 2002 M.

                                                 
45Ibid., 
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BAB III 

IMPLEMENTASI UANG KELEBIHAN PELELANGAN BARANG GADAI 

DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG SYARIAH BABAKAN 

SURABAYA” 

A. Profil PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

1. Sejarah Pegadaian Syariah 

Sejarah yang dimaksud secara khusus dimaksudkan oleh penulis 

adalah sejarah pegadaian syariah. Sejarah pegadaian syariah di Indonesia 

tidak dapat dicerai pisahkan dari keinginan warga masyarakat islam untuk 

melakukan transaksi akad gadai berdasar prinsip syariah dan kebijakan 

pemerintah dalam mengemban praktik ekonomi dan instansi (lembaga) 

keuangan yang sesuai dengan nilai dan prinsip hukum islam. Hal dimaksud, 

melatar belakangi dari maraknya aspirasi dari warga masyarakat islam 

diberbagai tempat yang mengharapakan berjalannya hukum islam dalam 

macam aspeknya termasuk pegadaian syariah, selain itu, makin populer 

praktik bisnis ekonomi syariah dan memiliki peluang yang terang untuk 

dikembangkan.1 

Berdasarkan diatas, dari pihak pemerintah mengeluarkan peraturan 

perundang-undangan untuk melegitimasi secara hukum positif pelaksanaan 

praktik bisnis sesuai dengan syariah yang termasuk gadai syariah. Karena 

itu, pihak pemerintah bersama DPR merumuskan rancangan peraturan 

perundang-undangan yang kemudian disahkan pada bulan mei menjadi UU 

                                                 
1Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 15. 
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No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dari Undang-undang dimaksud, 

memberikan peluang untuk menerapkan praktik perekonomian sasuai 

syariah di bawah perlindungan hukum positif. 

Berdasar dari undang-undang tersebut, maka terwujud lembaga-

lembaga keuangan syariah (LKS). Pada awalnya yang muncul lembaga 

perbankan syariah, yakni bank muamalat menjadi pionirnya, yang 

seterusnya bermunculan lembaga keuangan syariah lainnya, seperti lembaga 

asuransi syariah, lembaga pegadaian syariah, dan lainnya.2 Besar 

permintaan dari warga masyarakat terhadap jasa dari pegadaian membuat 

lembaga-lembaga keuangan syariah juga melirik pada sektor pegadaian, 

sektor yang bisa dikatakan agak tertinggal dari sekian banyak lembaga 

keuangan syariah lain. Padahal dalam diskursus ekonomi islam, pegadaian 

juga merupakan salah satu praktik transaksi sosial dan keuangan yang 

pernah dipraktikkan diamasa Nabi Muhammad SAW. yang sangat 

menjanjikan mengayomi ekonomi rakyat untuk dikembangkan. 

Melihat makin berkembang permintaan warga masyarakat dan pola 

bisnis berbasis syariah di Indonesia, perum pegadaian tertarik untuk 

menerapakan pola ini. Apalagi pola pegadaian syariah memungkinkan 

perusahaan untuk bisa aktif dan lebih produktif supaya menghasilkan 

berbagai produk jasa keuangan modern, contoh jasa piutang dan jasa sewa 

beli. Pada lembaga gadai model dimaksud, nilai dan prinsip syariah dalam 

hal gadai bisa  diimplimentasikan. Selain itu, bisa dipertimbangkan 

                                                 
2Ibid., 15. 
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fungsinya sebagai lembaga intermediasi bagi warga masyarakat terhadap 

sektor keuangan.3 

2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah 

Secara keseluruhan, dalam Pegadaian Syariah berkaitan dengan visi 

dan misi, baik pegadaian syariah pusat, cabang maupun unit memiliki 

visi dan misi yang serupa yakni sebagai berikut: 

Visi: 

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu 

menjadi Market Leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang 

terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.4 

Misi: 

a. Memberikan pembiayaan yang cepat, termudah, aman, dan selalu 

memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah ke bawah 

untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. 

b. Memastikan pemerataan dari mulai pelayanan dan infrastruktur yang 

memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam 

mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi 

pilihan utama masyarakat. 

c. Membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat golongan menengah ke bawah dan melaksanakan usaha 

lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.5 

 

                                                 
3Ibid., 16. 
4www.pegadaian.co.id Diakses pada tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 16.27 WIB. 
5Ibid., 

http://www.pegadaian.co.id/
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3. Stuktur Organisasi dan Deskripsia Tugas 

a. Struktur Organisasi 

Struktur organisasi yakni suatu susunan dan hubungan antara setiap 

bagian secara posisi yang ada pada suatu instansi dalam menjalin 

kegiatan perasional untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, struktur 

organisasi butuh dilakuakan agar kedudukan dan kewenangan, tugas dan 

tanggungjawab lebih jelas. Agar supaya lebih jelas lagi struktur 

organisasi yang terdapat pada Pegadaian Syariah Babakan, sebagai 

beriku:6 

Gambar3.1 

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Babakan Surabaya 

 

  

 

 

                                                 
6Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
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b. Deskripsi Tugas 

Adapun deskripsi tugas dari pekerjaann pada masing-masing 

kedudukan di Pegadaian Syariah Babakan sebagai berikut: 

a) Pimpinan Cabang: 

1) Yakin dan memastikan bahwa Kantor Cabang Syariah sudah 

memiliki perencanaan kerja dan anggaran Kantor Cabang Syariah 

dan UPCS yang ada dibawahnya berdasar dari acuan yang sudah 

ditetapkan. 

2) Yakin atau memastikan bahwa target bisnis (keuntungan, nasabah, 

dan lain-lain) yang sudah ditetapkan pada cabang bisa tercapaikan 

dengan baikoleh semua unit kerja operasional dibawahnya.  

3) Yakin atau memastikan bahwa operasional semua bisnis usaha 

(bisnis emas dan produk-produk lain) yang sudah ditetapkan pada 

cabang terlaksana dengan baik oleh semua unit kerja operasional. 

4) Menentukan besar dari taksiran Marhunabih sesuai dengan batas 

kewenangan dari pimpinan. 

5) Perencanaan, pengorganisasian, penyelenggarakan dan 

pengendaliaan dari kegiatan pengambilan dan distribusi emas 

terkait dengan bisnis emas. 

6) Perencanaan, pengorganisasian, penyelenggarakan dan 

pengendaliaan dari kegiatan yang terkait dengan bisnis lainnya 

contoh jasa pengiriman uang dan jasa payment lainnya. 
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7) Merencanakannya, mengorganisasikannya, menyelenggarakannya, 

dan mengendalikan operasional, aadministrasi, dan keuangan 

Kantor Cabang Syariah. 

8) Merencanakannya, mengorganisasikannya, menyelenggarakannya, 

dan mengendalikan penyusunan laporan operasional dan keuangan 

Kantor Cabang Syariah serta laporan berkala lainnya.7 

b) Penaksir Cabang 

1) Melakukan kegiatan penaksiran marhun secara cepat, tepat dan 

akurat, serta marhun bih asesuai dengan kewenangnya. 

2) Menentukan besar biaya adminstrasi dan jasa pinjam sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

3) Melakukan taksiran terhadap marhun yang akan dilelang secara 

cepat, tepat dan akurat untuk mengetahui mutu dan nilai dalam 

menentukan harga dasar marhun yang akan dilelang.8 

c) Pengelola marhun atau agunan: 

1) Mengeluarkan amarhun dan berkas yang berkaitan dengan bisnis 

mikro atau bisnis emas untuk kebutuhan pelunasan, memeriksa 

barang  atau kebutuhan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

2) Merawat marhun dan tempatnya (gudang) untuk menyimpan 

barang supaya marhun dalam keadaan baik dan aman. 

3) Melaksanakan pengelompokan marhun bukan emas sesuai dengan 

rubrik dan bulan pinjamannya, serta menyusun sesuai dengan 

                                                 
7Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
8Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
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urutan nomor Surat Bukti Rahn (SBR) dan juga melakukan 

pengaturan penyimpanan. 

4) Melaksanakan pencatatan mutasi penerimaan atau pengeluaran 

semua marhun yang menjadi tanggungjawabnya. 

5) Melaksanakan penyimpanan dokumen barang kredit bisnis mikro, 

bisnis emas dan jasa lain. 

6) Melaksanakan hitungan semua marhun secara terprogram hingga 

keakuratan saldo buku gudang dan buku terkait bisa  

dipertanggungjawabkan.9 

d) Kasir Syariah: 

1) Melaksanakan penerimaaan pelunasan uang pinjaman gadai dari 

nasabah sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. 

2) Menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang telah 

terlelang. 

3) Mencairkan uang pinjaman kredit pada nasabah sesuai dengan 

kesepakatan yang telah berlaku. 

4) Melaksanakan pembayaran semua pengeluaran yang terjadi di 

Kantor cabang syariah. 

5) Melaksanakan pencatatan dan pengadministrasian lain yang 

ditugaskan atasan.10 

 

 

                                                 
9Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
10Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
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B. Produk PT.Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya  

1. Rahn 

a. Rahn 

Rahn merupakan produk jasa gadai yang berdasarkan pada prinsip 

syariah, dimana nasabah cuma akan dipungut biaya administrasi dan 

ijarah “biaya simpan pinjam dan memelihara barang”. Artinya instansi 

pegadaian syariah tidak mendapat keuntungan dari dana yang diberikan 

sebagai pinjaman, melainkan melalui pembayaran atas jasa menyimpan 

dan memelihara barangtersebut. Persyaratan untuk melakukan transaksi 

ini adalah dengan cara menyiapkan Foto kopi kartu tanda penduduk atau 

identitas resmi lainnya, memberikan barang jaminan dan Untuk 

kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli.11 

Keunggulan Rahn dari produk ini adalah layanan Rahn tersedia di 

outlet Pegadaian di seluruh indonesia, cara pengajuan sangat gampang. 

Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa barang berupa 

perhiasan emas dan barang berharga lain ke tempat pegadaian syariah, 

Proses peminjaman sangat cepat. Cuma butuh 15 menit, Pinjaman mulai 

dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih, kurun waktu 

pinjaman maksima l4 bulan atau 120 hari dan bisa diperpanjang dengan 

cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagaimana uang pinjaman, 

Pelunasan bisa dilakukan sewaku-waktu dengan penghitungan ijarah 

selama masa pinjaman, Tidak perlu membukaarekening, Nasabah 

                                                 
11http://pegadaiansyariah.co.id/produk/RAHN/Rahn 
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menerima pinjaman dalam bentuk tunai dan Barang jaminan tersimpam 

aman di Pegadaian syariah.12 

Tabel 3.1 

RAHNn 

“Minimal 

uang 

pinjaman“ 

“Maksimal uang 

pinjaman“ 
“Administrasi“ Kurun  

Waktu 

Peminjam

an 

0Rp.50.000 0Rp.1.050.000.000 0Rp.2.000-s/dRp. 120.000 0120 Hari 

 

b. Arrum Haji 

Arrum haji merupakan pembiayaan untuk mendapat porsi haji 

dengan cara syariah melalui proses gampang, cepat, dan aman. 

Keunggulan dari produk ini adalah Emas dan dokumen haji aman 

tersimpandi Pegadaian, Memperoleh tabungan haji yang langsung bisa 

digunakan guna peroleh nomor porsi haji, Biaya pemeliharaan barang 

jaminan terjangkau, Jaminan emas bisa dipergunakan untuk pelunasan 

biaya haji pada saat lunas dan Kepastian nomor haji.13 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah dengan cara 

penuhi persyaratan sebagai pendaftar haji, Fotokopi KTP, Fotokopi KK, 

Jaminan emas batangan (LM) paling sedikit 3,5gr atau emas perhiasan 

berkadar paling sedikit70% dengan berat sekitar 7 gram.14 

 

 

                                                 
12Ibid., 
13http://pegadaiansyariah.co.id/produk/RAHN/Arrum-Haji 
14Ibid., 
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Tabel 3.2 

Arrum0Haji 

Minimal uang 

pinjaman 
Maksimal uang 

pinjaman 
Administrasi Jangka waktu 

Rp. 1.900.000 Rp. 25.000.000 Rp. 270.000 1-5 Tahun 

 

c. Arrum Emas 

Arrum emas adalah produk pegadain untuk memberi pinjaman dana 

tunai menggunakan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman bisa 

diangsur dengan proses yang mudah dan sesuai syariah. Keunggulan dari 

produk tersebut adalah Pinjaman mulai Rp. 1 juta – Rp. 500 juta, Biaya 

admin Rp. 70.000 dan biaya mu’nah 0,95% perbulan dari nilai taksiran, 

Plafon 95% dari taksiran, Jangka waktu 12, 18, 24 dan 36 bulan 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah dengan cara 

menyiapakan Fotokopi KTP/ SIM/ Paspor, Menyerahkan jaminan berupa 

emas dan atau berlian terkait perhiasan emas dan Menandatangani akad.15 

d. Rahn Hasan 

Rahn Hasan merupakan rahn tarif mu’nah pemeliharaan sebesar 0%, 

berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran 

marhun bih (uang pinjaman) golongan A. Keunggulan dari produk ini 

adalah Bebas mu’nah pemeliharaan (0% dari taksiran), Maksimal marhun 

bih Rp. 500.000, Jangka waktu 60 hari, berlaku untuk besaran marhun bih 

(pinjaman) golongan A. 

                                                 
15http://pegadaiansyariah.co.id/produk/RAHN/Arrum-Emas 
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Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah menyiapkan 

Fotokopi KTP/ Paspor, Menyerahkan jaminan (emas, eletronik, atau 

kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan beserta STNK dan BPKB 

nya) dan Menandatangani akad.16 

Tabel 3.3 

KEWAJIBAN RAHIN 

Taksiran Mu’nah Diskon Mu’nah akad Nett 

Rp.52.632,-sd. 

Rp.210526,- 
Rp.125.000,- 98,4% Rp.2.000,- 

Rp.210.527,-sd. 

Rp.315.789,- 
Rp.125.000,- 97,6% Rp.3.000,- 

Rp.315.790,-sd. 

Rp.421.053,- 
Rp.125.000,- 96,8% Rp.4.000,- 

Diatas Rp.421.054 Rp.125.000,- 96,0% Rp.5.000,- 

 

e. Rahn Fleksi 

Rahn Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang 

bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian. 

Keunggulan dari produk ini adalah Diskon ongkos titip untuk pinjaman 

dibawah plafon tertinggi, Bisa diperpanjang, cicil atau tambah pinjaman, 

Diskon mu’nah untuk pinjman dibawah plafon tertinggi, Bebasa biaya 

administrasi, Plafon pinjaman 96%, 94%, atau 93%, Uang pinjaman 

diterima utuh tampa potongan dan Jangka waktu 10 hari, 30 hari, 60 hari, 

minimal 5 hari.17 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah menyiapkan 

Fotokopi KTP/ Paspor, Menyerahkan jaminan (emas, eletronik, atau 

                                                 
16http://pegadaiansyariah.co.id/produk/RAHN/Arrum-Hasan 
17http://pegadaiansyariah.co.id/produk/RAHN/Rahn-Fleksi 
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kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan beserta STNK dan BPKB 

nya) dan Menandatangani akad.18 

f. Rahn Bisnis 

Rahn bisnis adalah produk pegadaian untuk memberi pinjaman dana 

secara tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan dan 

perhiasan). Keunggulan dari produk ini adalah Pinjaman mulai dari 

Rp.100.000.000 sampai lebih dari Rp. 1 miliar (BMPK), Jangka waktu 4 

bulan, Mu’nah mulai dai 0,38-0,55% per 10 hari, Mu’nah akad 

Rp.100.000, Plafon 87% dari taksiran. 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah menyiapkan 

Fotokopi KTP/ Paspor, Menyerahkan jaminan beupa emas (batangan/ 

perhiasan) dan Menandatangani akad.19 

Tabel 3.4 

TARIF MU’NAH/ JANGKA WAKTU 

Marhun bih (rp) Mu’nah per 

10 hari 
Mu’nah akad Rasio 

taksir 
Premi 

asuransi 

>100 jt – 200 jt 0,55% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

>200 jt – 300 jt 0,52% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

>300 jt – 400 jt 0.49% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

>400 jt – 500 jt 0,49% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

>500 jt – 750 jt 0,43% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

>750 jt – 1 miliar 0,41% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

>1 miliar - BMPK 0,38% Rp.100.000 87% Rp.1.500,- 

 

                                                 
18Ibid., 
19http://pegadaiansyariah.co.id/produk/RAHN/Rahn-Bisnis. 
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2. Non Rahn (MIKRO) 

a. Amanah 

Amanah adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada 

pengusaha mikro/ kecil, karyawan internal dan eksernal serta profesional 

guna pembelian kendaraan bermotor.20 Keunggulan dari produk ini 

adalah Uang muka terjangkau, Biaya andministrasi murah dan angsuran 

tetap, Jangka waktu pembiayaan muali dari 12 bulan sampai dengan 60 

bulan, Transaksi sesuai prinsip syariah yang adil dan menentramkan, 

Prosedur pengajuan cepat dan mudah dan Layanan amanah tersedia 

diseluruh outlet pegadaian diseluruh Indonesia 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah Pegawai tetap 

suatu instansi pemerintah/ swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun, 

Melampirkan kelengkapan: fotokopi KTP (suami/ istri), fotokopi KK, 

fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/ karyawan tetap, 

rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, Mengisi dan 

menandatangani form aplikasi Amanah, Membayar uang muka yang 

disepakati minimal 10% untuk motor dan minimal 20% untuk mobil dan 

Menandatangani akad amanah.21 

 

 

 

 

                                                 
20http://pegadaiansyariah.co.id/produk/Amanah 
21Ibid., 
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Tabel 3.5 

Amanah 

Minimal uang 

pinjaman (marhun bih) 
maksimal uang 

pinjaman 

(marhun bih) 

Administrasi  Jangkaawaktu 

pinjaman 

aRp.5.000.000 aRp.45.000.000 aRp.200.000 

untuk mobil 

dan 

Rp.70.000 

untuk motora 

a12-600bulan 

 

b. Arrum BPKB 

Arrum BPKB yakni pembiayaan syariah untuk pengembangan 

usaha mikro/ kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB 

kendaraan motor. 

Keunggulan dari produk tersebut adalah Proses transaksi prinsip 

syariah yang adil dan tentram sesuai fatwa DSN MUI, Prosedur layanan 

yang sederhana, cepat dan mudah, Pegadaian hanya menyimpan BPKB, 

kendaraan bisa dipergunakan nasabah, Pilihan jangka waktu pinjaman 

Pembiayaan berjangka waktu fleksibel dari12, 18, 24, dan 36 bulan, dari 

12, 18, 24, 36 bulan, Pegadaian memberikan tarif menarik dan kompetitif 

dan uang pinjaman mulai dari Rp.1 juta – Rp.400 juta.22 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah miliki usaha 

mikro atau kecil yang penuhi kriteria layak serta berjalan lebih dari 1 

tahun dan menjalankan usaha secara sah secara syariat dan undang-

undang RI, Fotokopi KTP, KK, surat nikah, dengan menunjukkan aslinya 

                                                 
22http://pegadaiansyariah.co.id/produk/Arrum-bpkb 
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dan Menyerahkan dokumen pemilik kendaraan bermotor (BPKB asli, 

fotokopi STNK, dan faktur pembelian).23 

Tabel 3.6 

Arrum0BPKB 

Minimal uang 

pinjamana 
maksimalauang 

pinjamana 
Administrasia Jangkaawaktu 

pinjamana 

Rp.1.000.000 Rp.400.000.000 1% dari 

pinjaman, 

pinjaman 100  

juta ke atas 

tidak 

dikenakan 

mu’nah0akad 

a12-480bulan 

 

c. Rahn Tasjily Tanah 

Rahn Tasjily Tanah adalah merupakan pembiayaan berbasis 

syariah yang diberikan kepada masyarakat berpengahasilan tetap/ rutin, 

pengusaha mikro/ kecil dan petani dengan jaminan sertifikat tanah dan 

HGB. 

Keunggulan dari produk ini adalah Platfon pembiayaan: 

Rp.1000.0000-Rp.200.000.000.24 dan Persyaratan nasabah adalah  

menyaipkan KTP, KK, PBB, IMB, untuk ke UP lebih dari 50 juta, surat 

keterangan usaha untuk pelaku usaha, Usia minimal rahin 21 tahun saat 

pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit terakhir, Untuk petani, 

telah bertani minimal 2 (dua) tahun dan memperoleh penghasilan rutin, 

Untuk pengusaha mikro, usahanya telah berjalan lebih 1 tahun dan 

                                                 
23Ibid., 
24http://pegadaiansyariah.co.id/produk/rahn-tasjily-tanah. 

http://pegadaiansyariah.co.id/produk/Rahn
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menjalankan usahanya secara syariah dan sah secara hukum, Untuk 

karyawan, minimal 0 (nol) tahun untuk internal pegadaian dan minimal 1 

tahun untuk eksternal. Surat keterangan sebagai karyawan dan surat izin 

atasan langsung untuk TNI/POLRI, Pensiunan, memiliki penghasilan 

rutinsetiap bulan dari instansi tempat bekerja sebelumnya, Profesional 

formal, memiliki izin praktek kerja dan telah berjalan minimal 1 tahun. 

Contoh dokter, pengacara dan Profesional non formal, tinggal di rumah 

milik sendiri (SHM/ SHGB) dan telah berjalan minimal 2 tahun, contoh 

driver gojek/ grab.25 

Persyaratan jaminan Jika jaminan berupa tanah produktif 

(pertanian, perkebunan atau peternakan) adalah  Tanah produktif yang 

tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau, Status tanah tidak 

terblokir/ bermasalah, Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman/ 

tidak diikat hak tanggungan oleh pihak lain dan Lokasi tanah boleh 

berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan 

satu kantor wilayah yang sama 

Jika jaminan berupa tanah dan bangunan tempat tinggal/ tempat 

usaha adalah Memiliki IMB untuk pinjaman lebih 50 juta, Bukti bayar 

PBB tahun terakhir, Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh 

kendaraan roda dua, Jarak minimal 20 meter dari SUTET, Bukan daerah 

banjir dalam dua tahun terakhir, Bukan jalur hijau, Tidak dalam sengketa 

                                                 
25Ibid., 
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hukum dan Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah 

selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.26 

3. Investasi  

a. Mulia 

Mulia merupakan layanan penjualan emas batangan bagi 

masyarakat dengan tunai atau sistem angsuran dengan cara gampang dan 

kurun waktu yang fleksible. Mulia dapat menjadi alternatif pilihan 

investasi yang aman bagi wujudkan keperluan masa yang akan datang, 

seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapakan biaya pendidikan anak, 

memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.27 

Keunggulan dari produk ini adalah Emas batangan bisa dimiliki 

dengan cara pembelian secara tunai, angsuran, kolektif (kelompok), 

ataupun arisan, Sebagai aset, emas batangan sangat likuid untuk 

memenuhi keperluan dana mendadak, kurun waktu angsuran mulai tiga 

bulan s.d tiga puluh enam bulan, Proses mudah dengan layanan 

profesional, Tersedia pilihan emas batangan berat mulai dari 5 gram s.d 1 

kilogram, Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset 

dan Uang muka mulai dari 10% s.d 90% dari nilai logam mulia. 

Persyaratan untuk melakukan transaksi ini adalah bagi pembelian 

tunai dan nasabah cukup datangi ke tempat pegadaian dengan membayar 

nilai logam mulia yang akan dibeli, Untuk pembelian secara0angsuran, 

                                                 
26Ibid., 
27http://pegadaiansyariah.co.id/produk/mulia. 
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nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan 

keinginan (lihat simulasi).28 

b. Tabungan Emas 

Tabungan emas merupakan layanan penitipan saldo emas yang 

memudahkan masyarakat berinvestasi emas. Produk tabungan emas 

pegadaian memungkinkan nasabah melaksanakan investasi emas secara 

gampang, murah, aman dan terpercaya.29 

Keunggulan dari produk ini adalah Tersedia di seluruh tempat 

pegadaian dan melalui pegadaian digital sersive, agen pegadaian dan 

market place, Biaya administrasi dan pengelolaan ringan, Nasabah dapat 

melakukan transfer ke rekening tabungan emas mulai dari 0,1gram, 

Order cetak emas bisa dilaksanakan mulai dari kepingan 1 gram, Dijamin 

karatase 24 karat, Dikelola secara profesional dan transparan, Harga jual 

dan buyback yang kompetitif, Nasabah dapat melaksanakan buyback 

mulai dari 1 gram dan Nasabah dapat melakukan pembelian tabungan 

emas (top up) mulai dari 0,01 gram.30 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28Ibid., 
29http://pegadaiansyariah.co.id/produk/tabungan-emas 
30Ibid., 
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4. Produk Lainnya 

a. Pegadaian Remittance 

Pegadaian Remittance yakni layanan pengiriman dan penerimaan 

uang dari dalam dan luar negeri yang kerjasama dengan beberapa 

perusahaan remitansi berskala internasional.31 

Keunggulan dari produk ini adalah Proses transaksi aman dan 

terpercaya, Transaksi secara real time dan Biaya kompetitif. 

Persyaratan bagi nasabah pengirim adalah dengan ngisi dan 

lengkapi form pengiriman uang dan Membawa kartu pengenal (KTP, 

SIM/PASPORT). Persyaratan bagi nasabah penerima adalah Ngisi dan 

lengkapi form penerimaan uang, Membawa nomor kontrol kiriman PIN, 

kode transfer uang, atau MTCN dan bawa kartu tanda PIN, kode transfer 

pengenal (KTP, SIM/ PASPORT).32 

b. Multi Pembayaran Online 

MPO merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, 

pembelian dari pulsa, pembelian tiket, pembayaran finance, pembayaran 

premi BPJS dan lain-lain. 

Keunggulan dari produk ini adalah Pembayaran secara cepat, 

sehingga memberi kepatian dari kenyamanan bertransaksi, Prosedur 

gampang dan dilaksanakan dalam satu loket layanan, Biaya kompetitif, 

Dapat dikalsanakan secara online melalui aplikasi pegadaian digital dan 

Pembayaran dapat melaksanakan untuk lebih dari satu tagihan. 

                                                 
31http://pegadaiansyariah.co.id/produk/pegadaian-remittance. 
32Ibid., 
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Persyaratan untuk melaksanakan transaksi ini yakni Nasabah hanya 

cukup datang ke outlet pegadaian seluruh Indonesia membawa dan 

serahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telephon, pulsa ponsel, 

PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.33 

 

C. Prosedur dan Syarat Ketentuan Utang Piutang Dengan Akad Rahn (gadai 

Syariah) di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

1. Prosedur Utang Piutang dengan Akad Rahn (gadai syariah) di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

Kami yang bertandatangan pada surat bukti Rahn (SBR) aini, yakni 

PT. Pegadaian Persero, disebut Pegadaian  dana pemilik marhun atau kuasa 

dari pemilik marhun disebut nasabah, sepakat membuat akad Rahn sebagai 

berikut:  

a. NASABAH menerima dan sepakat terhadap hasil barang jaminan, 

penetapan besar taksiran barang jaminan, marhun bih, tarifmu’nah 

(biaya) pemeliharaan, mu’nah (biaya) akad, biaya pemeliharaan marhun 

(barang jaminan) dalam proses lelang  (jika ada), biaya proses lelang 

(jika ada), bea lelang sebagaimana dimaksud pada surat bukti Rahn 

(SBR) atau nota transaksi sebagai tanda bukti yang asah sebagai 

penerima uang pinjaman dan uang kelebihan lelang (jika ada).34 

 

                                                 
33http://pegadaiansyariah.co.id/produk/multi -pembayaran-online. 
34Surat Bukti Rahn No. 60383-20-20-000019-1, Utang Piutang Akad Rahn (Gadai Syariah), 

Dikutip Pada Tanggal 5 Maret 2020. 
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b. Barang yang diserahkan sebagai barang jaminan adalah milik RAHN 

(NASABAH) dan/atau milik sebagaimana pasal 1997 KUHPerdata 

dan/atau milik pemberi kuasa atas marhun (barang jaminan) yang 

dikuasakan pada RAHIN (NASABAH), dan menjamin bukan berasal dari 

hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa, dan/ atau sita jaminan. 

c. RAHIN (NASABAH), menyatakan telah hutang kepada MURTAHIN 

(PEGADAIAN) dan harus untuk membayar marhun bih dan mu’nah 

(biaya) pemeliharaan pada saat pelunasan, atau membayar cicilan 

marhun bih (uang pinjaman (jika ada), mu’nah (biaya) pemeliharaan dan 

mu’nah (biaya) akad pada saat perpanjangan. 

d. MURTAHIN (PEGADAIAN) akan memberikan ganti kerugian apabila 

marhun (barang jaminan) yang ada dalam penguasaan MURTAHIN 

(PEGADAIAN) mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan 

oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. 

Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan marhun bih (uang 

pinjaman) dan biaya pemeliharaan sesuai aturan penggantian yang 

berlaku  di MURTAHIN (PEGADAIAN).35 

e. NASABAH dapat melaksanakan ulang rahn, meminta tambah marhun 

bih (uang pinjaman) selamanilai taksir masih memenuhi syarat dengan  

memperhitungkan biaya pemeliharaan dan mu’nah (biaya) akad yang 

masih harus dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksiran barang jaminan 

pada saat mengulang akad rahn, maka NASABAH harus melaksanakan 

                                                 
35Ibid., 
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pelunasan atau mengangsur (mencicil) uang pinjaman atau menambah 

marhun supaya sesuai dengan taksiran baru. 

f. Terhadap marhun yang sudah dilunasi dan belum diambil oleh 

NASABAH, dihitung mulai tanggal pelunasan sampai dengan dengan 10 

hari, jika dikenakan jasa titipan. Bila melebihi sepuluh hari dari tanggal 

pelunasannya, marhun tetap belum bisa diambil, maka RAHIN 

(NASABAH), sepakat dikenakan jasa titipan, besar dari jasa penitipan 

sesuai aturan yang berlaku di MURTAHIN atau sebesar yang tercantum 

dinota transaksi. 

g. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilaksanakan 

pelunasan dan/atau perpanjangan akad, maka MURTAHIN 

(PEGADAIAN) berhak melaksanakan penjualan barang jaminan melalui 

lelang.36 

h. Hasil penjualan lelang marhun (barang jaminan) setelah dikurangi 

marhun bih (uang pinjaman), mu’nah (biaya) pemeliharaan, biaya proses 

lelang (jika ada), dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak 

RAHIN (NASABAH). Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama 

1 (satu) tahun sejak tanggal pemberitahuan hasil lelang kepada RAHIN 

(NASABAH), dan jika lewat dari jangka waktu pengambilan uang 

kelebihan lelang, RAHIN (NASABAH) menyatakan setuju untuk 

menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang 

pelaksanaannya di serahkan kepada MURTAHIN (PEGADAIAN). Jika 

                                                 
36Ibid., 
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hasil penjualan penjualan lelang marhun (barang jaminan) tidak 

mencukupi untuk melunasi  kewajiban RAHIN (NASABAH), berupa 

marhun bih (uang pinjaman), mu’nah pemeliharaan, biaya proses 

pelelangan (jika ada) dan bea pelelangan, maka NASABAH harus 

membayarkan kekuranganya. 

i. NASABAH dapat mendatangi sendiri untuk melaksanakan akad Rahn 

ulang atau meminta tambah uang pinjaman atau mengangsur uang 

pinjaman, atau melunasi atau menerima barang jaminan, atau merima 

uang kelebihan pelelangan, dan/atau bisa memberikan kuasa pada orang 

lain dengan mengisi dan menulis tanda tangan pada kolom yang sudah 

ada, dengan melampirkan fotocopy KTP NASABAH dan yang menerima 

kuasa serta tunjukkan KTP asli yang menerima kuasa. 

j. NASABAH atau kuasa dari nasabah dapat melaksanakan perpanjangan 

atau asli pelunasan akad di semua cabang syariah/ unit asli syariah 

MURTAHIN (PEGADAIAN ).37 

k. Dalam hal NASABAH atau kuasanya dalam pengambilan marhun 

(barang jaminan) atau pengambilan uang asli kelebihan pelelangan, maka 

hanya melayani di kantor cabang syariah /unit asli syariah MURTAHIN 

(PEGADAIAN) penerbit surat bukti rahn. 

l. Jika NASABAH wafat dan terdapat hak dan kewajiban terhadap 

PEGADAIAN maupun sebaliknya, maka kewajiban dan haknya 

                                                 
37Ibid., 
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dibebankan kepada ahli waris NASABAH sesuai dengan peraturan waris 

dalam hukum Republik Indonesia. 

m. NASABAH menyatakan patuh dan ikuti semua aturan yang berlaku di 

PEGADAIAN selagi aturan yang menyangkut utang piutang dengan 

akad Rahn. 

n. Jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka akan diselesaikan 

dengan musyawarah secara mufakat dan jika tidak terjadi kesepakatan, 

maka akan diselesaikan menggunakan Pengadilan Agama setempat. 

o. Layanan pengaduan nasabah dapat menghubungi call center  di nomor 

1500569 atau outlet tempat RAHIN (nasabah) melakukan transaksi. 

p. Peraturan perjanjian  diatas, telah sesuai dengan aturan perundang-

undangan termasuk dan aturan  Otoritas Jasa Keuangan.38 

Demikian akad di atas berlaku dana mengikat PEGADAIAN dengan 

NASABAH sejak surat bukti Rahn ditandatangani kedua belah pihak. 

2. Syarat dan Ketentuan Akad Rahn (gadai syariah) di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

a. Kurun waktu transaksi maksimal seratus dua puluh hari. Akad dapat 

segera lunas atau tambah perpanjangan (megulang rahn, mengangsur 

uang pinjaman), dan meminta tambah uang pinjaman sebelum dan/atau 

sampai jatuh tempo. 

                                                 
38Ibid., 
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b. Mu’nah (biaya) pemeliharan dihitung sejak tanggal akad samapi dengan 

tanggal pelunasan dan/atau perpanjangan oleh RAHIN (NASABAH), 

hasilnya dibulatkan ke atas dengan kelipatan Rp. 100 (seratus rupiah). 

c. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akad dilakukan oleh RAHIN 

(NASABAH) di cabang syariah/ unit pelayanan syariah online atau 

tempat lain yang ditunjuk oleh MURTAHIN (PEGADAIAN) maka 

RAHIN (NASABAH) menyetujui nota transaksi (struk) sebagai 

addendum perjanjian  dari surat bukti Rahn (SBR) ini.39 

d. Dalam hal terjadi perpanjangan pinjaman (akad) untuk tanggal jatuh 

tempo, tanggal lelang, besaran marhun bih (uang pinjaman), besaran 

mu’nag (biaya) akad, dan rincian marhun (barang jaminan) tercantum 

dalam nota transaksi (struk). 

e. RAHIN (NASABAH) dapat memberikan kuasa kepada MURTAHIN 

(PEGADAIAN) untuk menjualkan marhun (barang jaminan) yang telah 

jatuh tempo, apabila nilai penjualan marhun (barang jaminan) dapat 

memenuhi kewajiban RAHIN (NASABAH) kepada MURTAHIN 

(PEGADAIAN), kuasa tersebut hanya berlaku sampai dengan 1 (satu) 

hari sebelum tanggal cut off pinjaman. 

f. Pengambilan marhun (barang jaminan) harus dengan menyerahkan surat 

bukti Rahn (SBR) asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM) 

                                                 
39 Surat Bukti Rahn No. 60383-20-20-000019-1, Syarat dan Ketentuan Akad Rahn(Gadai Syariah) 

Dikutip Pada Tanggal 5 Maret 2020. 
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g. Surat bukti Rahn dan nota transaksi harus disimpan yang baik, apabila  

hilang untuk segera lapor ke Pegadaian syariah yang menerbitkan dari 

tanda bukti Surat Bukti Rahn. 

h. Nota transaski (struk) dan dokumen lainnya yang menyertai utang 

piutang dengan akad Rahn (gadai syariah) merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dengan surat bukti Rahn (SBR) ini. 

i. RAHIN (NASABAH) wajib mentaati syarat dan ketentuan serta isi 

perjanjian yang tertera di surat bukti Rahn (SBR) beserta addedumnya.40 

 

D. Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan barang Gadai di PT. Pegadaian 

(Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya. 

1. Prosedur Gadai 

Gadai merupakan bentuk pembiayaan dengan jaminan yang berupa 

emas, barang eletronik dan lain sebagainya sebagai alternatif untuk 

mendapatkan pembiayaan dengan cepat. Jaminan nasabah yang diberikan 

kepada Pegadaian syariah dan menyimpannya, dalam bentuk memelihara 

dan menyimpannya tersebut, nasabah diharuskan membayar ujrah yang 

didasarkan atas besarnya tarif jasa simpanan. 

Bagi nasabah yang akan melakukan permohonan gadai di Pegadaian 

Syariah Cabang Babakan Surabaya terlebih dahulu harus memenuhi 

ketentuan berikut ini: 

 

 

                                                 
40Ibid., 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

73 

 

 

 

a. Prosedur Memperoleh Pinjaman 

a) Memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk atau kartu pengenal lain yang 

masih berlaku. 

b) Membawa marhun yang memenuhi ketentuan atau barang bergerak, 

seperti emas atau berlian, barang eletronik atau alat-alat mobil atau 

sepeda motor, rumah tangga dan sebagainya. 

c) Barang gadai merupakan milik pribadi. 

d) jika dikuasakan disertai Surat kuasa dari pemilik barang dengan 

materai dan tanda pengenal asli pemilik barang. 

e) Menandatangani akad dalam surat bukti rahn (SBR). 

b. Cara pelaksanaan pencairan marhun bih di Pegadaian Syariah Babakan 

Surabaya. 

a) Calon rahin mengisi Formulir Permintaan Pinjaman (FPP) dan 

ditandatangani. 

b) Calon rahin datang ke loket penaksir dan menyerahkan marhun untuk 

ditaksir nilainya. 

c) Calon rahin menandatangani Surat Bukti Rahn dengan menyetujui 

akad, kemudian Calon pemberi gadai (rahin) langsung menuju ke 

bagian kasir untuk terima pencairan pinjaman (marhun bih).41 

 

 

                                                 
41Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
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2. Proses Pelelangan Marhun 

Pihak Pegadaian melaksanakan pelelangan barang gadai yang menjadi 

jaminan pinjaman apabila rahin tidak dapat melunasi pinjaman sampai 

kurun waktu yang telah disepakati diakad. Pelelangan dimaksud, yang 

dilaksanakan oleh pegadaian syariah sesudah menginfokan kepada nasabah 

(rahin) paling lambat lima hari, sebelum tanggal penjualan. Informasi 

tersebut bisa menggunakan surat pemberitahuan dari masing-masing alamat 

atau menggunakan telfon dan sebagainya. Pelelangan yang dimaksud 

mempunyai ketentuan sebagai berikut:  

a. metetapkan harga emas dari Pegadaian pada saat pelelangan dengan 

margin 2% untuk pembeli.  

b. Terkait banyaknya harga penawaran tidak dibolehkan karena bisa 

menyebabkan kerugian bagi rahin yang dilakukan oleh banyak orang. 

Sebab itu, penawaran pegadaian melaksanakan penawaran pelelangan 

terbatas, yakni cukup memilih sebagian orang sebagai pembeli. 

c. Perolehan lelang akan dipakai untuk biaya penawaran penjualan 1% dari 

harga jual, biaya pinjam 4 bulan, dan sisanya dikembalikan pada nasabah 

d. Sisa uang kelebihan yang belum diambil dalam kurun waktu satu tahun, 

maka diserahkan pihak pegadaian syariah pada baitul mal.42 

 

 

 

                                                 
42Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 51. 
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3. Uang Kelebihan Pelelangan Barang Gadai 

Uang kelebihan adalah sisa uang hasil penjualan setelah dikurangi 

dengan kewajiban nasabah. 25 Uang Kelebihan Penjualan, adalah selisih 

antara harga lakunya penjualan dikurangi (-) UP + jasa simpanan + biaya 

penjualan. Penghitungan uang kelebihan dimaksud, adalah sebagai berikut: 

Harga Laku Penjualan (HLP)   Rp. 2.000.000 

Uang Pinjaman   Rp. 1.000.000 

Jasa Simpanan   Rp. 150.000 

Biaya Penjualan (1% x HLP) Rp. 20.000 

Rp. 1. 170.000 (-) 

Uang Kelebihan    Rp. 830.000.26 

Dari Hasil wawancara yang dilaksanakan pada tanggal 02 Januri 2020 

di Kantor Pegadaian bersama Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Babakan 

Surabaya, yaitu Mbak Arini Pramasaputri terkait Implementasi Uang 

kelebihan digunakan untuk apa saja. yaitu sebagai berikut yaitu Musalla, 

Acara Sosial (sembako murah), dan Masjid. 

Cara yang dilakukan oleh pihak pegadai untuk menghubungi nasabah 

yang telah jatuh tempo dan barang jaminan yang sudah terlelang dan 

mempunyai uang kelebihan pada barang tersebut menghubungi dengan Via 

SMS dan telephon, sehingga disini dari pihak pegadaian sudah menjalankan 

prosedur mengingakan nasabah untuk mengambil uang kelebihan tersebut.27 

                                                 
25Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 01 Mei 2020. 
26Zainuddin Ali, Hukum Gadai Syariah,(Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 74. 
27Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 02 Januari 2020. 
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Dengan cara menghubungi nasabah untuk menginfokan jatuh tempo 

dengan cara telpon, SMS, dan disurati dalam kurun waktu jatuh tempo 

sampai pelelangan yaitu antara lima sampai sepuluh hari dengan kurang 

lebih mengingatkan nasabah sebanyak dua kali. Selian itu pihak pegadaian 

juga mendatangi kediaman nasabah yang telah jatuh tempo dengan 

membawa surat peringatan jatuh tempo, karena pihak pegadaian sadar 

bahwa tangungjawab pegadaian sebagai pihak kedua.28 

Penyebab wanprestasi dari nasabah adalah belum ada dana untuk 

melunasi pinjamannya. Dasar dari pegadaian syariah Adanya ketentuan 

bahwa uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun 

waktu 1 tahun, maka akan disalurkan ke dana kebajikan yaitu tidak boleh 

ada dana yang mengendap lebih dari satu tahun mengingat beban biaya 

anggaran perusahaan, sehingga digunakan untuk dana kebajikan umat untuk 

digunakan kegiatan sosial yang kapan saja bisa disalurkan.29 

Dasar Standard Operating Procedure (SOP) yang menjadi dasar PT. 

Pegadaian (Persero) tentang pelaksanaan program Dana Kepedulian Sosial 

(DKS) peraturan Direksi Tahun 2016 menindak lajuti fatwa dari Mahkamah 

Agung RI No. 392/PAN/HM.00/IV/2015 tanggal 13 April 2015 tentang 

uang kelebihan kadaluarsa  sebagai dana kepedulian sosial. Dari dasar 

tersebut berisi tentang uang kelebihan lelang (UKEL) yang kadaluarsa 

secara yuridis merupakan hak perusahaan, dimana: 

                                                 
28Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 01 Mei 2020. 
29Arini Pramasaputri, Wawancara, Surabaya, 01 Mei 2020. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

77 

 

 

 

1. Berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masa perjanjian dalam surat 

bukti kredit, uang kelebihan lelang (ukel) yang tidak diambil oleh 

pemberi gadai dalam kurun waktu satu tahun, maka oleh perusahaan akan 

ditempatkan kedalam dana kepedulian sosial. 

2. Sebagai wujud kepedulian dan tanggungjawab sosial perusahaan kepada 

masyarakat, melalui fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia yang 

memutuskan untuk mengalokasikan UKEL kadaluarsa tersebut sebagai 

komponen utama dan sebagai pendukung program CSR perusahaan yang 

selanjutnya disebut sebagai program Dana Kepedulian Sosial (DKS).30 

 

E. Data Nasabah Mempunyai Uang Kelebihan di PT. Pegadaian (Persero) 

Cabang Syariah Babakan Surabaya 

Data nasabah adalah data peminjam yang bertransaksi akad rahn di 

Pegadaian Syariah Babakan Surabaya. Sasaran utama adalah Nasabah yang 

mempunyai uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun 

waktu 1 tahun. Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, 

disampaikan beberapa alasan yang berhubungan dengan transaksi gadai 

tersebut sehingga sampai pada adanya uang kelebihan yang tidak diambil oleh 

pemberi gadai pada kurun waktu satu tahun.  

Penelitian ini di ditujukan untuk pihak nasabah Pegadaian syariah cabang 

babakan surabaya. Penulis membatasi menggunakan beberapa  responden 

(nasabah) yang dalam hal ini nasabah untuk di wawancarai karena nasabah 

                                                 
30Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) 

Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS). 
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mengalami gadai yang telah jatuh tempo dan sudah telelang serta terdapat uang 

kelebihan yang tidak diambil. Berdasarkan riset penelitian jumlah nasabah 

gadai jatuh tempo dan barang sudah terlelang di pegadain syariah cabang 

Babakan Surabaya tidaklah sangat banyak yaitu 6 status per tanggal 02 Januari 

sampai dengan 02 Februari 2020 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 

yang sudah terhitung masuk dalam kurun waktu 1 tahun, oleh sebab itu penulis 

membatasinya. 

Sebagaimana hasil wawancara dengan nasabah terkait alasan yang 

bersangkutan dengan uang kelebihan. Melakukan akad gadai untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-hari yang dalam prosesnya dipegadaian syariah sudah sesuai 

dengan standart. Akan tetapi ketika berjalannya waktu tidak dapat melunasinya 

dengan alasan belum ada dana untuk pelunasan, sehingga dari pihak pegadaian 

syariah mengingatkan nasabah dengan via surat dan SMS.31 

Seringkali dingatkan oleh pihak pegadaian syariah akan tetapi tidak pernah 

secara langsung menemui nasabah ke rumahnya. Dan ketika barang gadai 

sudah terlelang dari pihak pegadaian tidak ada pemberitahuan jika terdapat 

uang kelebihan pada barang yang bersangkutan dan yang bersangkutan tidak 

mengetahui dari awal terkait ketentuan (uang kelebihan yang tidak diambil 

oleh pemberi gadai dalam waktu 1 tahun maka diserahkan sebagai sedekah) 

berapa nominal penjualan barang tersebut serta kelebihan dan disalurkan 

kemana kelebihan uang tersebut.32 

                                                 
31Agustin Iflaka, Wawancara, Surabaya, 27 April 2020. 
32Agustin Iflaka, Wawancara, Surabaya, 27 April 2020. 
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Nasabah setuju kalau uang kelebihan tersebut kepihak yang benar-benar 

membutuhkan dan akan merasa ikhalas karena untuk tabungan di akhirat kelak, 

akan tetapi nasabah menyampaikan bahwa hal ini belum sesuai dengan syariat 

islam dengan alasan seharusnya untuk hasil lelang, si peminjam harus di beri 

tahu apalagi adanya kelebihan uang yang menjadi hak peminjam, dan jika 

kelebihan tersebut disalurkan kepihak ketiga (kegiatan sosial) seharusnya juga 

dengan persetujuan pihak peminjam. Sehingga dianggap tidak ada akad jual 

beli.33 

Nasabah yang diwawancarai tersebut, adalah nasabah yang sebelumnya 

pernah menggadai di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya, bukan 

hanya nasabah yang pertama kali gadai dengan tujuan untuk mendapatkan 

informasi yang lebih maksimal. Berikut ini adalah data nasabah yang telah 

jatuh tempo dan barang telah telelang dan memilki uang kelebihan yang tidak 

diambil oleh pemberi gadai tersebut sebagaimana berikut: 

                                                 
33Agustin Iflaka,Wawancara,Surabaya, 27 April 2020. 
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DAFTAR NASABAH DAN UANG KELEBIHAN NASABAH 02 JANUARI 2019 S/D 02 JANUARI 2020  

STATUS PER TANGGAL 02 JANUARI 2020 

No No. Kredit Tgl Akad Lelang Kewajiban Saldo Nama Rahin Telephon 

Tanggal Harga Jual Marhun 

Bih 

Ujrah Bea 

Lelang 

Ukel Jt Tempo 

1 6038318020019864 13-07-2018 13-11-2018 2.800.000 2.380.0000 220.100 54.902 110.033 26-12-2019 Zaenab - 

2 6038318020053913 16-11-2018 16-11-2018 777.000 670.000 61.300 15.236 20.762 26-12-2019 Agustina Iflaka 081703675752 

3 6038318020057245 30-07-2018 30-11-2018 12.250.000 10.850.000 1.003.900 240.198 49.856 26-12-2019 Erna Rukmawati 082133222339 

4 6038318020057799 01-08-2018 02-12-2018 400.000 530.000 19.800 7.844 20.710 26-12-2019 Maniyeh  - 

5 6038318020061783 16-08-2018 17-12-2018 630.000 520.000 48.000 12.354 47.111 26-12-2019 Abd Bahar - 

6 6038318020062195 20-08-2018 21-12-2018 377.000 280.000 16.300 7.394 71.952 26-12-2019 Hana Soniya 083195299545 

TOTAL 320.424  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Pemimpin Cabang 

MIFTACHUL JANNAH 

P79865 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Surabaya, 02 Januari 2020 

Dibuat oleh, 

ARINI PRAMASAPUTRI, SE 

P84740 
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BABIV 

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN FATWA DSN NOMOR:25/DSN-MUI/ 

III/2002 TERHADAP IMPLEMENTASI UANG KELEBIHAN 

PELELANGAN BARANG GADAI DIPT. PEGADAIAN (PERSERO) 

CABANG SYARIAH BABAKAN SURABAYA 

A. Analisis Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan Barang Gadai diPT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

Implementasi gadai adalah penerapan akad gadai sesuai dengan teori 

hukum islam maupun fatwa DSN, Menurut peneliti dalam hal ini yaitu 

penerapan akad gadai yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Cabang 

Babakan Surabaya.  

Dikorelasikan dengan syarat dan ketentuan pelaksanaan akad Utang 

piutang (gadai) dipegadaian syariah Babakan Surabaya, proses yang 

laksanakan adalah proses yang sudah sesuai dengan peraturan pegadaian 

syariah dan dilaksanakan antara kedua belah pihak. sehingga teori hukum islam 

dan implementasi gadai dalam praktik gadai yang dilaksanakan oleh Pegadaian 

Syariah Babakan Surabaya sudah sesuai dengan ketentuan tersebut. 

sebagaimana data yang sudah didapatkan oleh peneliti dalam penelian yang 

dilakukan. 

Pada hakikatnya implementasi uang kelebihan ini tidak diatur dalam 

sebuah teori yang nantinya sebagai dasar pelaksanaan. Sehingga pada 

prinsipnya uang kelebihan pelelalangan barang gadai adalah hak mutlak 

nasabah yang dikembalikan oleh pihak pegadaian.  
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Dalam penjelasan yang berada pada bab III yaitu data penelitian tentang 

prosedur berjalannya akad gadai yang dilaksanakan dipegadaian syariah 

Babakan surabaya yaitu pada poin nomor G tentang prosedur apabila nasabah 

jatuh tempo dan tidak dapat melunasi pinjaman yang dilakukan maka akan 

dilakukan lelang secara paksa oleh pihak pegadaian untuk melunasi hutang 

tersebut.  

Di dalam surat bukti rahn (SBR) sudah tertera hal demikian sehingga 

dianggap oleh pihak pegadaian adalah suatu persetujuan dengan bukti tanda 

tangan dari nasabah. Dan hal ini berdampak kepada proses setelah barang gadai 

yang sudah di lelang dengan paksa, sehingga ketika sudah dikurangi dengan 

segala biaya pelelangan dan hutang nasabah tersisa uang kelebihan, maka hal 

ini di proses kembali oleh pihak pegadaian mengingatkan kembali kepada 

nasabah bahwa ada uang kelebihan dari barang lelang tersebut.  

Sebagaimana tertera pada poin H Surat Bukti Rahn (SBR) bahwa 

apabila dalam pelelangan barang gadai ada uang kelebihan maka uang 

kelebihan tersebut adalah hak dari nasabah yang dikembalikan oleh pegadaian, 

sehingga hal ini termasuk tanggungjawab dari pegadaian sampai uang kembali 

lagi ke nasabah, akan tetapi ada ketentuan untuk tidak membebani pegadaian 

dalam mengurusi kumpulan uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi 

gadai pada kurun waktu 1 tahun, maka uang kelebihan tersebut dikelola oleh 

pegadaian syariah dalam bentuk penyaluran dana sosial sebagaimana data yang 

didapat oleh peneliti. 
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Dari hasil penjelasan wawancara dengan Ibu Agustin Iflaka menyatakan 

bahwa implementasi uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi gadai 

pada kurun waktu 1 tahun yang disalurkan sebagai sedekah oleh pihak 

pegadaian syariah itu sudah sesuai standart dan sebagai tabungan diakhirat 

untuk di peminjam karena implementasi tersebut untuk kegiatan kebaikan yang 

benar-benar untuk pihak yang mebutuhkan.1 

Dari hasil penjelasan yang didapatkan oleh peneliti dalam hal ini, 

adanya penegelolaan penyaluran uang kelebihan untuk penyaluran dana sosial 

yang diperuntukkan kepada yang membutuhkan maka hal ini dirasa tidak ada 

penyimpangan dari segi implementasi ini dengan dasar SOP yang sudah 

menjadi dasar oleh pegadaian syariah yaitu tentang  pelaksanaan program Dana 

Kepedulian Sosial (DKS) peraturan Direksi Tahun 2016 menindaklajuti fatwa 

dari Mahkamah Agung RI No. 392/PAN/HM.00/IV/2015 tanggal 13 April 

2015 tentang uang kelebihan kadaluarsa  sebagai dana kepedulian sosial. Dari 

dasar tersebut berisi tentang uang kelebihan lelang (UKEL) yang kadaluarsa 

secara yuridis merupakan hak perusahaan, dimana: Berdasarkan ketentuan 

yang berlaku pada masa perjanjian dalam surat bukti kredit, uang kelebihan 

(ukel) yang tidak diambil oleh pemberi gadai pada kurun waktu 1 tahun oleh 

perusahaan akan ditempatkan kedalam dana kepedulian sosial.2 dikarenakan 

untuk kegiatan kebaikan. Maka dibolehkan adanya hal tersebut. 

 

                                                 
1Agustin Iflaka, Wawancara, Surabaya, 27 April 2020. 
2Peraturan Direksi Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Standard Operating Procedure (SOP) 

Pelaksanaan Program Dana Kepedulian Sosial (DKS). 
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Dalam peraturan atau ketentuan yang dilekuarkan oleh Direksi sebagai 

Standart Operational Procedure (SOP) PT. Pegadaian (Persero) secara umum 

Konvensional maupun Syariah adalah ketentuan yang harus dilaksanakan 

terkait sisa uang kelebihan yang disebut dengan  Dana Kepedulian sosial 

(DKS) dengan tujuan penerima program bantuan ini adalah masyarakat baik 

memlalui lembaga atau instansi, maupun perorangan yang dalam pelaksanaan 

programnya dapat dilakukan oleh lembaga/ instansi sehingga apabila hal ini 

dilakukan tidak akan ada dana yang mengendap dalam kurun waktu satu tahun. 

Besar bantuan Dana Kepedulian sosial (DKS) adalah besarnya biaya 

bantuan yang diberikan kepada penerima bantuan yang disesuaikan dengan 

ketersediaan dana dan alokasi anggaran yang telah ditetapkan dan sebagian 

dana diambilkan dari sisa uang kelebihan yang tidak diambil oleh pemberi 

gadai pada kurun waktu 1 tahun, sehingga hal ini terkait ketentuan besarnya 

jumlah dana yang disalurkan tidak ada.  

Dilihat dalam sudut pandang kebaikan dalam berhubungan baik dengan 

antar makhluk tuhan yang maha Esa, hal ini Dana Kepedulian sosial (DKS) 

adalah bentuk suatu kepedulian yang memang harus dilaksanakan, atau objek 

pelaksanaan yang sudah baik dan sebagaimana syariat islam, akan tetapi yang 

menjadi pokok bahasan adalah pada objek barang yang disalurkan yang dirasa 

masih belum sesuai dengan yang sebainya dilakukan oleh pihak kedua yang 

seharusnya objek tersebut dikembalikan kepada yang berhak memilikinya 

meskipun dalam kurun waktu yang cukup lama tidak diambil. 
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Secara teoritis, implementasi uang kelebihan yang tidak diatur secara 

pasti maka hal ini jika dianalisi kembali dari berbagai aspek tidak akan jauh 

berbeda hasil dari analisis tersebut yang akan mengarah kepada baik dan sudah 

sesuai untuk dilaksanakan dengan tujuan yang baik dan kemaslahatan bagi 

yang menerima bantuan tersebut.  

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan karena memang dari pihak 

pegadaian syariah sudah maksimal dalam mengingatkan nasabah terkait jatuh 

temponya pinjaman sampai dengan pelelangan sehingga terdapat uang 

kelebihan akan tetapi Dari hasil temuan yang pernah dijumpai oleh penulis 

diawal dalam tujuan adanya penelitian ini, terdapat peristiwa adanya uang 

kelebihan yang tidak diberikan oleh pihak Pegadaian Syariah disebabkan tidak 

adanya Surat Bukti Rahn (SBR) sebagai tanda kepemilikan dalam transaksi 

tersebut, sehingga timbul adanya amarah dari nasabah atas ketentuan tersebut. 

Dari analisis di atas dapat disimpulkan bahwa belum adanya selarasan 

antara teori hukum islam maupun penjelasan Fatwa DSN tentang Rahn dengan 

implementasi uang kelebihan di lapangan yang diterapkan oleh pegadaian 

syariah babakan surabaya yang masih menggunakan SOP atau ketentuan 

direksi dimana masih dalam nauangan PT. Pegadaian (Persero) Konvensional. 

atau bisa disebut sebagai pengembangan dari teori mejadi sebuah ketentuan 

yang tidak diatur dalam teori gadai tersebut. Sehingga perlu adanya analisis 

kembali pada sektor hukum islam dan Fatwa DSN tersebut. 
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B. Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 

Terhadap Implementasi Uang Kelebihan Pelelangan Barang Gadai di PT. 

Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Babakan Surabaya 

1. Analisis menurut Hukum Islam 

Menurut peneliti dalam hal ini, gadai yang diterapkan oleh 

Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya diperbolehkan dan bisa 

dilaksanakan karena sudah sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah. Pada 

prinsipnya, memberi suatu barang jaminan atau barang gadai dalam 

meminjamkan hutang yaitu diperbolehkan sepanjang tidak menentang 

aturan Al-quran dan As-Sunnah. Sebagaimana firma Allah dalam Al-quran 

surat Al-Baqarah: 283 yang berbunyi:  

ةًٌ فاإِنْ أامِنا ب اعْضَُكُُمْْ ب اعْضًَا ف الْيُ ؤادِّ الَّ  قُْبُوضا انٌ ما اتَّبًِا فارهِا دُوا كا لَاْ تَاِ رٍ وا فَا تُمْْ عَالاى سا إِنْ كُن ْ ذِي اؤْتُُِنا وا
ا ها تَّقِ اللَّهََّا رابَّهُ والا تَّاكُْتُمُوا الشَّ لْي ا ان اتاهُ وا ةا أاما ادا نْ ياكُْتُمْها ما لُونا عَالِيمٌْ وا ُ بِاا تَّ اعْما فاإِنَّهُ آثٌِِ ق الْبُهُ وااللَّهََّ  

Artinya: jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) 

sedangkamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada 

barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). ”Akan tetapi 

jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah 

yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia 

bertaqwa kepada allah tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) 

menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang telah sengaja 

menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya dan allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”(Q.S. ’Al-

Baqarah: 0283).3 

 

Ayat Al-Qur’an diatas tersebut, menjelaskan bahwa gadai dalam 

islam diperbolehkan sesuai dengan firman Allah SWT tersebut yang 

menerangkan tegas bahwa memberikan jaminan atas utang sesuai dengan 

kesepakatan atas kedua belah pihak.  

                                                 
3Al-Quran dan Terjemahannya Surat Al-Baqarah : 283. 
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Dari proses sistem gadai yang telah jatuh tempo, Apabila dari batas 

waktu yang telah ditentukan belum dapat melunasi hutang tesebut maka 

akan dijual secara syariah oleh murtahin. Pentingnya jaminan untuk 

kepercayaan kedua belah pihak, sehingga murtahin menahan barang 

tersebut sebagai jaminan ketika memberikan hutang pinjaman kepada 

rahin. Sebagaimana sabda Rasulullah: 

ناهُ دِرْعًَا راها لَّمْا مِنْ ي اهُودِيِّ طاعاامًا وا سا ُ عَالايْهِ وا لَّى اللَّهََّ ةًا قاالاتْ اشْتَااى راسُولُ اللَّهََِّ صا مِنْ  عَانْ عَاائِشا  
دِيدٍ   حا

Artinya: dari Aisyah berkata: Rasulullah SAW. membeli makanan dari 

yahudi dengan menggadaikan baju besinya. (HR. Muslim) 

Dalam konteks hukum islam, adapun yang terjadi pada pembahasan 

penelitian ini, jika dikorelasikan dengan ketentuan gadai sesuai syariat 

islam, mulai dari syarat dan rukun dan sebaginya sesbagaimana tercantum 

pada bab dua, sudah dilakukan sebagaimana syariat islam dan hal tersebut 

di perbolehkan. Akan tetapi dalam penelitian ini karena berpacu kepada 

resiko adanya transaksi gadai yang terjadi yaitu nasabah kesulitan dalam 

melunasi kembali barang yang telah dijaminkan karena beberapa alasan. 

Nasabah jadi dapat saja terbebas dari kewajiban membayar cicilan 

dikarenakan dalam perjalanan waktu nasabah berniat unruk mengorbankan 

barang gadaiannya.  

Uang kelebihan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam syariat 

islam tampa ada penjelasan mendalam, yang hakikatnya adalah hak dari 

nasabah sebagaimana pada para pendapat ulamat dan dijelaskan didalam 

buku kompilasi hukum ekonomi syariah bahwa: Apabila pemberi gadai 
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tidak dapat melunasi utangnya, maka harta gadai dijual paksa dengan 

melalui lelang. Hasil penjualan harta gadai digunakan untuk melunasi 

utang, biaya penyimpanan, dan pemeliharaan yang belum dibayar serta 

biaya penjualan. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik pemberi gadai 

dan kekurangannya menjadi kewajiban pemberi gadai. 

Dari penjelasan yang disampaikan oleh ibuk Agustin Iflaka terkait 

pendapatnya yang menyampaikan bahwa implementasi tujuan uang 

kelebihan disalurkan ke pihak yang lebih membutuhkan boleh dan sangat 

baik, karena mengandung unsur kebaikan. Akan tetapi belum sesuai dengan 

syariat islam dikarenakan harus ada sepengetahuan pihak peminjam dari 

awal terkait penyaluran uang kelebihan ini disalurkan kepada siapa.4 Akan 

tetapi dari pegadaian syariah sudah mengingatkan sebagaimana mestinya 

seperti apa yang suadah dikatakan oleh mbak Arini dengan mengingatkan 

menggunakan via SMS, telepon, dan surat yang diantar oleh pihak 

pegadaian, sehingga dari pihak pegadaian syariah merasa sudah dapat 

kesepakatan dari nasabah dengan berpedoma dari SOP yang telah 

diterbitkan oleh direksi PT. Pegadaian (Persero).  

Secara hukum islam sebagaimana dijelaskan, mulai dari dasar 

hukum islam, syarat rukun dan ketentuan sudah terpenuhi akan tetapi 

dalam hak dan kewajiban dari salah satu pihak belum ternuhi atau nasabah 

wanprestasi dalam transaksi gadai ini yang dilakukan sehingga terjadi 

                                                 
4 Agustin Iflaka, Wawancara,Surabaya, 27 April 2020. 
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adanya salah satu pihak yang dirugikan yaitu pihak kedua Pegadaian 

Syariah Babakan Surabaya. 

Barang yang dijadikan jaminan ini adalah salah satu bentuk dari 

memegang kepercayaan dari nasabah kepada pegadaian syariah sehingga 

apabila terdapat ketidaksesuaian dilain waktu maka akan menjadi objek 

dalam menyelesaikannya. Karena hal ini adalah resiko yang akan timbul 

sebagaimana dijelaskan pada teori hukum islam tentang rahn maka selain 

adanya manfaat yang diperoleh olah kedua belah pihak antara nasabah dan 

pegadaian syariah harus berani mengambil resiko yang akan terjadi 

sehingga dalam penyelesaian resiko yang sudah terjadi sama-sama akan 

diketahui oleh pihak yang bersangkutan. 

Dilihat dari waktu dan berakhirnya akad gadai ini adalah karena 

nasabah wanprestasi dan tidak dapat melunasi pinjaman maka sudah 

melebihi waktu perjanjian dan secara otomatis berakhrilah akad gadai 

dengan adanya ketentuan pelelangan secara paksa untuk memenuhi 

kewajiban nasabah, akan tetapi ketiak hal ini terjadi maka akan timbul 

sebagaimana dalam pembahasan penelitian ini. 

Status barang gadai apabila nasabah sudah jatuh tempo, maka 

secara otomatis barang gadai tersebut sudah menjadi milik penerima gadai, 

yang akan dilakukan tahap selanjutnya yaitu pelelangan paksa apabila 

nasabah wanprestasi. Dalam hal ini sangat disayangkan jika dalam 

pelaksanaan pemenuhan kewajiban nasabah dalam bentuk pelelangan 

secara paksa dan tindak lanjut apabila ada uang kelebihan tidak secara 
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langsung dikembalikan oleh penerima gadai kepada nasabah yang memang 

secara pasti uang kelebihan tersebut adalah milik nasabah. 

Pelelangan barang gadai setelah jatuh tempo dalam kacamata 

hukum islam sebagian ulama beda pendapat yaitu Menurut Imam Syafi’i, 

pihak kedua (pegadaian syariah) tidak boleh menjualkan marhun gadaian 

yang telah jatuh tempo, terkecuali oleh yang mewakili adil dan bisa 

dipercaya. pendapatnya, sebab nasabah menghendaki kesabaran terhadap 

marhun yang akan dijualdan kejelian terhadap harga. Hal ini berbeda 

dengan yang nerima marhun yang menginginkan agar hak segera lunas 

cepat terpenuhi, maka jika penjualan dilaksanakan oleh yang menerima 

gadai, maka khawatir penjualan tersebut belum menggunakan dengan harga 

yang bagus dan dapat memberi mudarat pihak pegadai. 

Menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, bila dalam akad rahn 

diisyaratkan penjualan oleh yang menerima gadai sesudah jatuh tempo, 

maka hal tersebut di perbolehkan. Juga dengan pendapat Imam Ahmad bin 

Hambal, ia memperbolehkan yang menerima gadai menjual barang gadai 

yang telah jatuh tempo. sebabnya, apapun yang sah untuk diwakilli oleh 

selain yang memberikan atau yang menerima gadai. Maka sah untuk 

diwakili oleh mereka berdua. 

Maka penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa menurut hukum islam 

berdasarkan teori rahn implementasi uang kelebihan pelelangan barang 

gadai belum diperbolehkan dan dianggap batal atau tidak sah meskipun 

dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam. 
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2. Analisis menurut Fatwa DSN Nomor: 25/DSN/-MUI/III/2002” 

Rahn menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 

25/DSN/-MUI/III/2002 yakni menahan barang sebagai jaminan atas utang. 

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam 

bentuk rahn diperbolehkan jika sesuai dengan fatwa DSN Nomor: 

25/DSN/-MUI/III/2002 tentang rahn. 

Sebagaimana data yang didapatkan oleh peneliti terkait adanya 

uang kelebihan setelah penjualan lelang yang dilakukan oleh pegadaian 

syariah babakan surabaya yaitu dengan mengelola atau 

mengimplementasikan uang kelebihan tesebut untuk kegiatan sosial dan 

sejenisnya. Sehingga disini dirasa bahwa dengan adanya ketentuan yang 

sudah tertera di surat bukti rahn maka secara otomatis nasabah sudah 

setuju akan ketentuan tersebut. 

Pada hakikatnya nasabah mampu untuk mengembalikan hutang 

pinjamannya kepada pihak pegadaian syariah, namun karena terbatasnya 

waktu yang dirasa kurang lama oleh nasabah bersangkutan maka 

dilaksanakan pelelangan barang gadai milik nasabah. Sehingga, setelah 

barang terlelang dan melunasi pinjaman hutang nasabah tersisa uang dan 

dimaksud uang kelebihan, dalam prosesnya dalam kurun waktu satu tahun 

tidak diambil oleh nasabah. Maka pihak pegadaian syariah babakan 

mengimplementasikan uang kelebihan tersebut ke kegiatan sosial, infak 

musolla, sembako murah (bagi yang membutuhkan) dan lain sejenisnya. 

Sehingga disini sebagai sedekah bagi yang membutuhkan. 
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Dalam hal tersebut, belum sesuai apabila di korelasikan pada 

peraturan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN/-

MUI/III/2002 tentang Rahn. Berdasar ketentuan penjualan barang 

(marhun) dalam aturan fatwa tentang rahn menjelaskan bahwa: (jika rahin 

tetap tidak bisa melunasi hutangnya, maka marhun dijual secarapaksa atau 

ditindaklanjuti melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan marhun 

diperuntukkan untuk membayar utangnya, biaya memelihara barang dan 

menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari penjualanya. 

Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan rahin dan 

kekurangan dari utang  menjadi keharusan rahin. 

Melihat dari Fungsi fatwa DSN bagi perbankan syariah untuk 

Pedoman bagi Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan tugas 

pengawasan dimasing-masing bank syariah dan Dasar hukum bagi bank 

syariah dalam melakukan kegiatan usahanya serta landasan bagi aturan 

yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia tentang perbankan syariah dan 

kegiatan usaha bank syariah. Maka sebenarnya harus dilaksanakan 

sebagaimana yang telah di tetapkan dalam fatwa yang telah diatur dalam 

aturan yang telah ditentukan. 

Dewan Syariah Nasional dalam menetapkan fatwa no.25/DSN-

MUI/III/2002 tentang Rahn dengan pertimbangan apabila salah satu 

bentuk jasa layanan keuangan yang menjadi keperluan masyarakat yakni 

meminjam melalui menggadaikan barang untuk jaminan hutang dan 

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perlu menanggapi dari kebutuhan 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

93 

 

 

 

masyarakat tersebut dalam macam-macam produknya serta supaya cara itu 

dilakukan peserti dengan menggunakan prinsip syariah, Dewan Syariah 

Nasional melihat dibutuhkan penetapkan fatwa supaya dijadikan panduan 

tentang Rahn, yakni menahan marhun sebagai jaminan hutang. 

Apabila dari salah satu belah pihak tidak melaksanakan kewajiban 

atau apabila terjadi sengketa diantara kedunya, maka penyelesaian 

sengketa dilakukan menggunakan badan Arbitrase syariah, setelah tidak 

mencapai kata sepakat menggunakan musyawarah. Hal ini adalah solusi 

dari penjelasan fatwa tentang rahn ini apabila ada permasalahan yang 

terjadi dikemudian hari sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. 

Sebagaimana Ketentuan Umum yang sudah dijelaskan dalam fatwa 

tentang Rahn, sangat dirasa dari implementasi diatas belum ada dan tidak 

sesuai dengan fatwa ini bahwa Marhun dan manfaat itu, tetap menjadi 

kepemilikan rahin. Pada prinsip awal, marhun tidak doperbolehkan untuk 

digunakan oleh murtahin kecuali sepengetahuan rahin, tidak dengan 

mencabut nilai marhun dan manfaatnya itusekedar mengganti biaya 

memelihara dan merawat barang. 

Memelihara marhun dan pemeyimpan marhun pada prinsipnya 

menjadi keharusan dari rahin, akan tetapi bisa dilaksanakan juga oleh 

murtahin, sedang biaya dan memelihara, meyimpan tetap mejadi 

keharusan rahin. Besar biaya memelihara dan menyimpan marhun tidak 

boleh ditetapkan dengan dasar jumlah pinjaman. 
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Penjualan Marhun, jika sudah sampai jatuh tempo, murtahin wajib 

mengingatkan rahin untuk cepat melunasi hutangnya, dan apabila rahin 

tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual secarapaksa 

atau tindak lanjuti melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan marhun 

diperuntukkan untuk membayarkan hutangnya, biaya memelihara barang 

dan menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari 

penjualanya. Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan 

rahin dan kekurangan dari utang  menjadi keharusan rahin. 

Dari implementasi dari uang kelebihan tersebut diperuntukkan 

untuk kegiatan sosial, infak musolla, sembako murah (bagi yang 

membutuhkan) dan lain sejenisnya dengan pertimbangan adanya ketentuan 

yang sudah ditetapkan oleh pegadaian syariah. Sehingga dari situ dianggap 

sesuai dengan SOP ketentuan yang dikeluarkan oleh Direksi PT. 

Pegadaian (Persero) akan tetapi belum sesuai dari sudut pandang syariat 

islam dan fatwa DSN tersebut. 

Maka penjelasan tersebut sudah jelas, bahwa menurut fatwa 

nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, implementasi dari uang 

kelebihan pelelangan barang gadai belum diperbolehkan dan dianggap 

batal atau tidak sah meskipun dalam objek pelaksanaannya sudah sesuai 

dengan syariat islam. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Implementasi uang kelebihan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh 

Pegadaian Syariah Babakan Surabaya adalah dengan menggunakan dasar 

SOP yang sudah menjadi dasar oleh pegadaian syariah akan tetapi masih 

dibawah Direksi yaitu PT. Pegadaian (Persero) secara umum atau 

konvensional yaitu tentang  pelaksanaan program Dana Kepedulian Sosial 

Peraturan Direksi Tahun 2016. Dari dasar tersebut berisi tentang uang 

kelebihan lelang yang kadaluarsa. secara yuridis merupakan hak 

perusahaan, berdasarkan ketentuan yang berlaku pada masa perjanjian 

dalam surat bukti kredit, uang kelebihan lelang dalam jangka waktu 1 tahun 

yang tidak diambil oleh nasabah oleh perusahaan akan ditempatkan kedalam 

dana kepedulian sosial. Sehingga belum adanya selarasan antara teori 

hukum islam maupun penjelasan Fatwa DSN tentang Rahn dengan 

implementasi uang kelebihan di lapangan yang secara hakikatnya uang 

kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. 

2. Analisis”Hukum Islam”dan Fatwa”Dewan Syariah”Nasional (DSN) Nomor: 

25/DSN-MUI/III/2002. 

a. Menurut0Hukum0Islam dengan dasar teori rahn Implementasi uang 

kelebihan pelelangan barang gadai yang dilakukan oleh Pegadaian 

Syariah Babakan Surabaya tanpa sepengetahuan nasabah secara langsung 

disebut batal dan belum sah, dilihat dari segi ketentuan hukum 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

96 

 

 

 

Islam yang tidak ada aturan secara nyata yang mengatur implementasi 

uang kelebihan disalurkan, karena yang secara nyata dikembalikan 

kepada nasabah karena hak nasabah meskipun dalam objek 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan syariat islam sebagaimana yang 

telah di sampaikan di Peraturan DireksiPT. Pegadaian (Persero). 

b. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor: 25/DSN-

MUI/III/2002, dilihat dari Implementasi uang kelebihan di lapangan yang 

diterapkan oleh Pegadaian Syariah Babakan Surabaya dapat disimpulkan 

bahwa belum sesuai dengan ketentuan barang gadai yang sudah jatuh 

tempo dan memiliki uang kelebihan yang secara tidak langsung 

dikembalikan kepada nasabah oleh pihak kedua yaitu apabila rahin tetap 

tidak dapat melunasi hutangnya, maka marhun dijual secara paksa atau 

tindak lanjut melalui lelang syariah. Dari Hasil penjualan marhun 

diperuntukkan untuk membayar hutangnya, biaya memelihara barang dan 

menyimpan barang yang belum dibayarkan serta biaya dari penjualanya. 

Adapun kelebihan dari hasil penjualan menjadi kepemilikan rahin dan 

kekurangan dari utang menjadi keharusan rahin. 
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B. Saran  

1. Nasabah  

a. Hendaknya nasabah dalam melaksanakan akad transaksi gadai 

dimanapun tempatnya untuk tidak melekukan wanprestasi atas 

kesepakatan yang telah dilakukan diawal. 

b. Apabila ada suatu hal yang tidak dipahami akan proses berjalannya akad 

gadai yang dilakukan untuk segera menghubungi pihak pegadaian 

syariah dan menanyakan apapun yang belum dipahami. 

c. Hendaknya nasabah tidak menunggu bola atau menunggu peringatan dari 

pegadaian syariah terkait transaksi gadai yang dilakukan telah jatuh 

tempo. 

2. Pegadaian Syariah 

a. Hendaknya sebagai pihak kedua juga lebih intens kembali dalam 

mengingatkan Nasabah supaya cepat melunasi pinjaman nasabah yang 

telah jatuh tempo. 

b. Hendaknya apabila barang pinjaman telah terlelang dan terdapat uang 

kelebihan maka sebagai pihak kedua secara langsung mengembalikan 

uang kelebihan tersebut kepada nasabah, supaya tidak ada tangungan lagi 

setelah pinjaman telah terlunasi. 
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